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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu
mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia,;

Mengingat . . .
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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
meliputi penerimaan dari:

a. pelayanan jasa hukum;

b. pendidikan dan pelatihan;
c. pelayanan keimigrasian;
d

pelayanan kekayaan intelektual;

e. pelayanan . .


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTahun~1945UUD.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTahun~1945UUD.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/9TAHUN2018UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1997/22TAHUN1997PP.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/52Tahun~1998PP.htm
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e. pelayanan kesehatan; dan

kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
pembinaan kemandirian warga binaan
pemasyarakatan.

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar
nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja
sama.

Pasal 2

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

a. informasi tentang data perseroan terbatas dalam
daftar perseroan terbatas, data yayasan dalam daftar
yayasan, data perkumpulan, data protokol notaris,
data kurator, data wasiat, data fidusia, data partai
politik, data pewarganegaraan, data status
kewarganegaraan, dan data penyidik pegawai negeri
sipil;

b. permohonan pemblokiran dan pembukaan
pemblokiran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan
Perkumpulan;

c. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi
sidik jari secara elektronik atau nonelektronik;
dan/atau

d. pewarganegaraan dan status kewarganegaraan.

yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan,
dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.

Pasal 3

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal
dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian
koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta
pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(1)

(2)

(1)

Pasal 4

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk
biaya transportasi.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ berupa paspor
biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
kepada:

a. tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri
untuk pertama kali; atau

b. warga negara Indonesia yang tidak mampu dan
menetap di luar wilayah Indonesia.

(2) Terhadap . . .
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Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ berupa Surat
Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dapat
dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:

a. warga negara Indonesia yang selesai menjalani
hukuman di luar negeri yang pulang atau
dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri;
atau

b. warga negara Indonesia dalam rangka repatriasi.

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ berupa Pas
Lintas Batas Perorangan dan Pas Lintas Batas Keluarga
dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada
Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah
perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas batas
negara.

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa visa
dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau
US$0,00 (nol dolar Amerika) kepada:

a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi
keadaan kahar (force majeure);

b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan
program atau proyek dari luar negeri kepada
Pemerintah Republik Indonesia;

c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima
beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;

d. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal
balik; atau

e. warga negara asing perwakilan pemerintah negara
asing, organisasi internasional, atau lembaga
swadaya masyarakat internasional dalam rangka
humanitarian assistance pada daerah bencana di
wilayah Indonesia.

(5) Terhadap . . .
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Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ berupa izin
keimigrasian dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol
rupiah) kepada:

a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi
keadaan kahar (force majeure);

b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan
program atau proyek dari luar negeri kepada
Pemerintah Republik Indonesia;

c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima
beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;

d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak
mampu,

e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan
deportasi,

f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
atau

g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal
balik.

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ berupa biaya
beban dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
kepada orang asing yang:

a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di
rumah sakit;

b. dalam keadaan kahar (force majeure);
c. berada di Indonesia dan tidak mampu;

d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan
deportasi,

e. dalam . . .
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e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa biaya
tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh
persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka
IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a
Peraturan Pemerintah ini.

Dalam keadaan tertentu terhadap Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga
Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran
biaya tahunan Paten.

Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk
kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang
paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
biaya tahunan Paten.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
permohonan perubahan data dan perubahan nama
dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol
rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama
dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik
produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan
bukan karena kesalahan pemohon.

(5) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Bagi masyarakat yang menggunakan haknya sebagai peserta
jaminan kesehatan nasional pada pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
berlaku tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

(2)

berasal dari pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
masyarakat tertentu dapat dikenakan tarif sebesar
Rp0,00 (nol rupiah), 75% (tujuh puluh lima persen),
50% (lima puluh persen), atau 25% (dua puluh lima
persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka
V Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor
ke Kas Negara.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
penerimaan Kekayaan Intelektual berupa biaya (jasa)
penerbitan Sertifikat Hak Cipta, biaya (jasa) penerbitan
Sertifikat Desain Industri, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, biaya (jasa) penerbitan
Sertifikat Paten dan Paten Sederhana, biaya (jasa) penerbitan
Sertifikat Merek, dan biaya (jasa) penerbitan Sertifikat
Indikasi Geografis, yang permohonannya telah diajukan
sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku
ketentuan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5940), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . ..


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/45TAHUN2014PP.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/45TAHUN2014PP.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/45TAHUN2016PP.pdf
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber
penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . ..
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Yang dimaksud dengan “kegiatan kerja sama dengan pihak
lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan
pemasyarakatan” meliputi penggunaan jasa tenaga warga
binaan dan/atau penjualan produk atas hasil karya warga
binaan pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintahan” antara lain
penyidikan, penyelidikan, perpajakan, dan kemanusiaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3. ..
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Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (force majeure)’
antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru hara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain dikenakan
terhadap kewajiban biaya tahunan paten sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau
paten tersebut belum komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat tertentu” antara lain
masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan masyarakat
korban bencana alam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6335
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.

JENIS PNBP SATUAN TARIF

PELAYANAN JASA HUKUM

A. BADAN HUKUM
1. Persetujuan Pemakaian per Rp 100.000,00
Nama Perseroan Terbatas persetujuan
2. Pengesahan Badan Hukum
Perseroan Terbatas
a. Modal Dasar paling per Rp 200.000,00
banyak
h
Rp25.000.000,00 (Dua | Permononan
Puluh Lima Juta
Rupiah)
b. Modal Dasar lebih dari per Rp 500.000,00
Rp25.000.000,00 (Dua permohonan

Puluh Lima Juta
Rupiah) sampai dengan
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

c. Modal . ..
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c. Modal Dasar lebih dari per Rp 1.000.000,00
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah) permohonan
Persetujuan Pemakaian
Nama dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan
Terbatas
a. Modal Dasar paling per Rp 300.000,00
banyak
Rp25.000.000,00 (Dua | Permohonan
Puluh Lima Juta
Rupiah)
b. Modal Dasar lebih dari per Rp 600.000,00
Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta permohonan
Rupiah) sampai dengan
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)
c. Modal Dasar lebih dari per Rp 1.100.000,00
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah) permohonan
Persetujuan Perubahan per Rp 1.000.000,00
Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas permohonan
Pemberitahuan Perubahan per surat
Anggaran Dasar Perseroan pemberitahuan
Terbatas
a. Modal Dasar paling per surat Rp 150.000,00
banyak pemberitahuan

Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta
Rupiah)

b. Modal. ..
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b. Modal Dasar lebih dari
Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta
Rupiah) sampai dengan
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

per surat
pemberitahuan

Rp

200.000,00

c. Modal Dasar lebih dari
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

per surat
pemberitahuan

Rp

250.000,00

Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan Terbatas

a. Modal Dasar paling
banyak
Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta
Rupiah)

per surat
pemberitahuan

Rp

150.000,00

b. Modal Dasar lebih dari
Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta
Rupiah) sampai dengan
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

per surat
pemberitahuan

200.000,00

c. Modal Dasar lebih dari
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

per surat
pemberitahuan

Rp

250.000,00

Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas dan Data
Perseroan Terbatas

a. Modal. ..
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a. Modal Dasar paling per surat Rp 150.000,00
banyak pemberitahuan
Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta
Rupiah)
b. Modal Dasar lebih dari per surat Rp 200.000,00
Rp25.000.000,00 (Dua | pemberitahuan
Puluh Lima Juta
Rupiah) sampai dengan
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)
c. Modal Dasar lebih dari per surat Rp 250.000,00
Rp1.000.000.000,00 pemberitahuan
(Satu Miliar Rupiah)
8. Pemberitahuan per surat Rp 250.000,00
Pembubaran Perseroan pemberitahuan
Terbatas Tahap Pertama
9. Pemberian Salinan per surat Rp 1.000.000,00
Keputusan Menteri keputusan
Mengenai Pengesahan
Badan Hukum Perseroan
Terbatas yang Hilang atau
Rusak
10. Pemberian Salinan per surat Rp 1.000.000,00
Keputusan Menteri keputusan
Mengenai Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas yang
Hilang atau Rusak

11. Pemberian . .
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11. Pemberian Salinan per surat Rp 250.000,00
Pemberitahuan Perubahan | pemberitahuan
Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas yang Hilang atau
Rusak

12. Pemberian Salinan per surat Rp 250.000,00
Pemberitahuan Perubahan pemberitahuan
Data Perseroan Terbatas
yang Hilang atau Rusak

13. Pemberian Salinan per surat Rp 250.000,00
Pemberitahuan Perubahan | pemberitahuan
Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas dan Data
Perseroan Terbatas yang
Hilang atau Rusak

14. Informasi tentang Data |per permohonan| Rp 500.000,00
Perseroan Terbatas dalam per perseroan
Daftar Perseroan Terbatas terbatas

15. Pencarian/Unduh (Search/ per pencarian Rp 50.000,00
Download) Data Perseroan
Terbatas Secara Online

16. Persetujuan Pemakaian | per persetujuan | Rp 100.000,00
Nama Perkumpulan

17. Pengesahan Akta Pendirian |per permohonan| Rp 250.000,00
Perkumpulan

18. Persetujuan Perubahan |per permohonan| Rp 250.000,00
Anggaran Dasar
Perkumpulan

19. Pemberian Salinan per surat Rp 250.000,00
Keputusan Menteri keputusan
Mengenai Pengesahan

Perkumpulan yang Hilang
atau Rusak

20. Pemberian . .
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20. Pemberian Salinan per surat Rp 250.000,00
Keputusan Menteri keputusan
Mengenai Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan yang Hilang
atau Rusak
21. Perbaikan Isian Data per dokumen Rp 250.000,00
Perseroan Terbatas
22. Perbaikan Isian Data per dokumen Rp 100.000,00
Yayasan dan Perkumpulan
23. Informasi tentang Data |per permohonan| Rp 200.000,00
Perkumpulan per perkumpulan
24. Pencarian/Unduh (Search/ per pencarian Rp 50.000,00
Download) Data
Perkumpulan Secara
Online
25. Persetujuan Pemakaian | per persetujuan | Rp 100.000,00
Nama Yayasan
26. Pengesahan Akta Pendirian
Yayasan
a. Kekayaan yang | per permohonan| Rp 200.000,00

Dipisahkan mulai dari
Rp10.000.000,00
(Sepuluh Juta Rupiah)
sampai dengan paling
banyak
Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta
Rupiah)

b. Kekayaan . .
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b. Kekayaan yang
Dipisahkan lebih dari
Rp 25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta
Rupiah) sampai dengan
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

per permohonan

Rp

300.000,00

c. Kekayaan yang
Dipisahkan lebih dari
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

per permohonan

500.000,00

27.

Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Yayasan

per permohonan

Rp

250.000,00

28.

Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Yayasan

per permohonan

Rp

100.000,00

29.

Pemberitahuan Perubahan
Data Yayasan

per surat
pemberitahuan

Rp

100.000,00

30.

Pemberian Salinan
Keputusan Menteri
Mengenai Pengesahan
Yayasan yang Hilang atau

Rusak

per surat
keputusan

250.000,00

31.

Pemberian Salinan
Keputusan Menteri
Mengenai Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar
Yayasan yang Hilang atau

Rusak

per surat
keputusan

250.000,00

32.

Informasi
Yayasan
Yayasan

tentang Data
dalam  Daftar

per permohonan
per yayasan

Rp

200.000,00

33. Pencairan . . .
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33.

Pencarian/Unduh (Search/
Download) Data Yayasan
Secara Online

per pencarian

50.000,00

34.

Permohonan Pemblokiran
Data Perseroan Terbatas,
Yayasan, dan Perkumpulan

per permohonan

1.000.000,00

35.

Permohonan Buka
Pemblokiran Data
Perseroan Terbatas,
Yayasan, dan Perkumpulan

per permohonan

500.000,00

36.

Pemberitahuan Gadai
Saham Perseroan Terbatas

per permohonan

500.000,00

PERDATA UMUM

1.

Legalisasi Tanda Tangan
yang Tercantum dalam
Dokumen

per dokumen

Rp

50.000,00

Persetujuan Penggunaan
Ahli Hukum Warga Negara
Asing yang Dipekerjakan
pada Kantor Konsultan
Hukum Indonesia

per orang

per tahun

Rp

17.000.000,00

Persetujuan Perpanjangan
Penggunaan Ahli Hukum
Warga Negara Asing yang
Dipekerjakan pada Kantor
Konsultan Hukum
Indonesia

per orang

per tahun

Rp

17.000.000,00

Permohonan Pengajuan
Calon Penerjemah
Tersumpah

per permohonan

Rp

500.000,00

Pengangkatan Penerjemah
Tersumpah

per orang

Rp

2.000.000,00

6. Penyumpahan . . .




o

=
&
g
Y/
g
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
NO. JENIS PNBP SATUAN TARIF
6. Penyumpahan Penerjemah per orang Rp 2.500.000,00
Tersumpah
NOTARIAT
1. Permohonan Akses:
a. Pengangkatan Notaris per permohonan | Rp 200.000,00
b. Perpindahan Notaris per permohonan| Rp 200.000,00
2. Pengangkatan Notaris per orang Rp 1.000.000,00
3. Pengangkatan Notaris
Pindahan
a. Kategori Daerah A per orang Rp 100.000.000,00
b. Kategori Daerah B per orang Rp 50.000.000,00
c. Kategori Daerah C per orang Rp 25.000.000,00
d. Kategori Daerah D per orang Rp 1.500.000,00
4. Pemberian Penggantian per orang Rp 1.000.000,00
Surat Keputusan Menteri
tentang Pengangkatan
Notaris Karena Hilang atau
Rusak
5. Perpanjangan Masa
Jabatan Notaris
a. Kategori Daerah A per orang Rp 25.000.000,00
b. Kategori Daerah B per orang Rp 25.000.000,00
c. Kategori Daerah C per orang Rp 15.000.000,00

d. Kategori . . .
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d. Kategori Daerah D per orang Rp 7.500.000,00

6. Persetujuan Perubahan | per permohonan| Rp 250.000,00
Data (Nama dan Gelar)
Notaris

7. Pelantikan dan
Penyumpahan:
a. Notaris Baru per orang Rp 2.500.000,00
b. Notaris Pengganti per orang Rp 2.500.000,00
c. Notaris Pindahan per orang Rp 2.500.000,00

8. Penerbitan Sertifikat per orang Rp 250.000,00
Blanko Cuti Jabatan
Notaris

9. Pencarian/Unduh (Search/ per pencarian Rp 50.000,00
Download) Data Protokol
Notaris Secara Online

10. Permohonan Penambahan
Akses
a. Notaris Pengganti per orang Rp 200.000,00
b. Karyawan Kantor Notaris per orang Rp 200.000,00

HARTA PENINGGALAN

1. Pelaporan Bulanan Wasiat per akta Rp 100.000,00
Terdaftar Secara Online

2. Pemberian Surat per surat Rp 500.000,00
Keterangan Wasiat keterangan

wasiat

3. Pemberian . . .
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Pemberian Salinan Surat
Keterangan Wasiat yang
Hilang atau Rusak

per salinan

Rp

500.000,00

Informasi Data Wasiat

Secara Online

per dokumen

Rp

250.000,00

Permohonan Tanda
Terdaftar Sebagai Kurator
dan Pengurus

per orang

per S tahun

5.000.000,00

Persetujuan Perpanjangan
Tanda Terdaftar Sebagai
Kurator dan Pengurus

per orang

per S tahun

Rp

10.000.000,00

Penerbitan Surat
Keterangan Perpanjangan
Sementara Kurator dan
Pengurus

per orang

Rp

1.000.000,00

Pemberian Salinan Tanda
Terdaftar Sebagai Kurator
dan Pengurus yang Hilang
atau Rusak

per orang

Rp

5.000.000,00

Pencarian/Unduh (Search/
Download) Data Kurator
Secara Online

per pencarian

Rp

50.000,00

10.

Pemberian Berita Acara

dan Salinan Surat

a. Berita Acara

Penyumpahan

1) Penyumpahan Wali
Tidak Ada Harta

per berita acara

0,00

2) Penyumpahan Wali
yang Ada Harta

per berita acara

100.000,00

3) Penyumpahan . . .
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3) Penyumpahan per berita acara | Rp 200.000,00
Pengampuan
b. Pembuatan Berita | per berita acara | Rp 50.000,00
Acara Kehamilan
c. Salinan Surat
1) Berita Acara | per berita acara | Rp 20.000,00
Penghadapan
2) Berita Acara | per berita acara | Rp 20.000,00
Pencatatan Harta
Peninggalan/Harta
Persekutuan, Harta
Kekayaan
3) Berita Acara | per berita acara | Rp 20.000,00
Pembuatan
Penyumpahan
4) Surat Keterangan per surat Rp 20.000,00
Hak Waris keterangan
5) Keterangan per surat Rp 100.000,00
Persetujuan kepada keterangan
Wali/Pengampu
untuk Menjual
Harta Peninggalan/
Kekayaan
6) Berita Acara | per berita acara | Rp 20.000,00
Kehamilan
11. Pendaftaran Akta Wasiat per akta Rp 200.000,00
12. Berita Acara Pembukaan per wasiat Rp 500.000,00

dan

Pembacaan Wasiat

Tertutup/Rahasia

13. Pembuatan . . .
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13. Pembuatan Surat per surat Rp 200.000,00
Keterangan Hak Waris
14. Surat Keterangan per surat Rp 200.000,00
Persetujuan kepada
Wali/Pengampu untuk
Menjual Harta
Peninggalan/Kekayaan
15. Penjualan dan
Penyelesaian Harta
Kekayaan Ketidakhadiran,
Tidak Terurus, dan
Kepailitan
a. Penjualan Harta per budel 2,5% dari Hasil
Kekayaan Barang Tetap Penjualan
dan/atau Barang
Bergerak
b. Penyelesaian Harta
Kekayaan Solvent
dalam hal
1) Balai Harta per budel 7% dari Jumlah Harta
Peninggalan Selaku Peninggalan
Pelaksana Wali
Sementara atau
pelaksana Harta
Tak Terurus atau
Pelaksana
Ketidakhadiran

2) Balai . . .
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2) Balai Harta per budel 3,5% dari Jumlah
Peninggalan Selaku Seluruh
Pengurus dan Kekayaan/Harta
Pengelola Harta Peninggalan
Kekayaan
Ketidakhadiran atau
Harta Peninggalan
Tidak Terurus dan
Pengurusan
Berakhir Sebelum
Batas Waktu
Penyelesaian
3) Balai Harta per budel 3,75% dari Jumlah
Peninggalan Selaku Seluruh Harta
Wali Pengawas Peninggalan dan 1,5%
dari Jumlah Hutang
Peninggalan
4) Balai Harta per budel 2% dari Jumlah
Peninggalan Selaku Kekayaan
Wali Pengawas dan
Pengurusan
Berakhir  Sebelum
Waktunya
16. Kepailitan
a. Dalam Hal Kepailitan
Berakhir dengan
Perdamaian:
1) Nilai Utang sampai per budel 5% dari Nilai Utang

dengan
Rp50.000.000.000,00
(Lima Puluh Miliar
Rupiah)

yang Harus Dibayar

2) Nilai . .
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2) Nilai Utang di atas
Rp50.000.000.000,0
0 (Lima Puluh Miliar
Rupiah) sampai
dengan
Rp250.000.000.000,
00 (Dua Ratus Lima
Puluh Miliar
Rupiah)

per budel

3% dari Nilai Utang
yang Harus Dibayar

3) Nilai Utang di atas
Rp250.000.000.000,
00 (Dua Ratus Lima
Puluh Miliar
Rupiah) sampai
dengan
Rp500.000.000.000,
00 (Lima Ratus
Miliar Rupiah)

per budel

2% dari Nilai Utang
yang Harus Dibayar

4) Nilai utang di atas
Rp500.000.000.000,
00 (Lima Ratus
Miliar Rupiah)

per budel

1% dari Nilai Utang
yang Harus Dibayar

b. Dalam Hal Kepailitan
Berakhir dengan
Pemberesan:

1) Nilai Hasil
Pemberesan sampai
dengan
Rp50.000.000.000,0
O (Lima Puluh Miliar
Rupiah)

per budel

7,5% dari Nilai Hasil
Pemberesan di Luar
Utang

2) Nilai . . .
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2) Nilai Hasil
Pemberesan di atas
Rp50.000.000.000,0
O (Lima Puluh Miliar
Rupiah) sampai
dengan
Rp250.000.000.000,
00 (Dua Ratus Lima
Puluh Miliar
Rupiah)

per budel

5,5% dari Nilai Hasil
Pemberesan di Luar
Utang

3) Nilai Hasil
Pemberesan di atas
Rp250.000.000.000,
00 (Dua Ratus lima
Puluh Miliar
Rupiah) sampai
dengan
Rp500.000.000.000,
00 (Lima Ratus
Miliar Rupiah)

per budel

3,5% dari Nilai Hasil
Pemberesan di Luar
Utang

4) Nilai Hasil
Pemberesan di atas
Rp500.000.000.000,
00 (Lima Ratus
Miliar Rupiah)

per budel

2% dari Nilai Hasil
Pemberesan di Luar
Utang

. Dalam Hal Pernyataan

Pailit Dibatalkan di
Tingkat Kasasi atau
Peninjauan Kembali
(PK) Besarnya Imbalan
Kurator Negara (BHP)
Dibebankan Kepada
Pemohon Pernyataan
Pailit atau  kepada
Pemohon dan Debitur
dalam Perbandingan
yang Ditetapkan oleh
Majelis Hakim

per budel

1 % dari Harta Debitur
Apabila Debitur sebagai
Pemohon atau 1% dari
Tagihan Apabila
Kreditur sebagai
Pemohon

d. Penjualan . . .
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d. Penjualan Harta yang per budel 1% dari Hasil Penjualan
Dikuasai oleh Kreditur
Lain atau  Kreditur
Pemegang Jaminan
Kebendaan
e. Penyerahan Uang Pihak per budel 100% dari Uang Pihak

Ketiga setelah 30

Ketiga yang Ditetapkan

Tahun Pengadilan Negeri
untuk Diserahkan ke
Kas Negara
E. FIDUSIA
1. Pendaftaran Jaminan
Fidusia

a. Untuk Nilai Penjaminan
sampai dengan
Rp50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah)

per sertifikat

b. Untuk Nilai Penjaminan
di atas
Rp50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah)
sampai dengan
Rp100.000.000,00
(Seratus Juta Rupiah)

per sertifikat

c. Untuk Nilai Penjaminan
di atas
Rp100.000.000,00
(Seratus Juta Rupiah)
sampai dengan
Rp250.000.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah)

per sertifikat

Rp 50.000,00
Rp 100.000,00
Rp 200.000,00

d. Untuk. ..
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. Untuk Nilai Penjaminan

di atas
Rp250.000.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00
(Lima Ratus Juta
Rupiah)

per sertifikat

Rp

450.000,00

. Untuk Nilai Penjaminan

di atas
Rp500.000.000,00
(Lima Ratus Juta
Rupiah) sampai dengan
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)

per sertifikat

Rp

850.000,00

Untuk Penjaminan di
atas
Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah)
sampai dengan
Rp100.000.000.000,00
(Seratus Miliar Rupiah)

per sertifikat

Rp

1.800.000,00

. Untuk Penjaminan di

atas
Rp100.000.000.000,00
(Seratus Miliar Rupiah)
sampai dengan
Rp500.000.000.000,00
(Lima Ratus  Miliar
Rupiah)

per sertifikat

3.500.000,00

. Untuk Penjaminan di

atas
Rp500.000.000.000,00
(Lima Ratus Miliar
Rupiah) sampai dengan
Rp1.000.000.000.000,0
0 (Satu Triliun Rupiah)

per sertifikat

Rp

6.800.000,00

i. Untuk. ..
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i. Untuk Penjaminan di
atas
Rp1.000.000.000.000,0
0 (Satu Triliun Rupiah)

per sertifikat

Rp

13.300.000,00

2. Permohonan Perubahan
Hal yang Tercantum dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia

per permohonan

Rp

250.000,00

3. Pencarian/Unduh (Search/
Download) Data Fidusia
Secara Online

per pencarian

50.000,00

4. Perbaikan Data Fidusia
sesuai Akta yang Bukan
Merupakan Nilai Nominal
Jaminan

per permohonan

Rp

50.000,00

PENGAMBILAN
UNTUK DIRUMUS

SIDIK  JARI

1. Pemberian Keterangan
Rumusan dan Identifikasi
Sidik Jari Secara
Elektronik atau
Nonelektronik

per orang

Rp

50.000,00

2. Permintaan Perumusan
Sidik Jari yang Insidentil

per orang

Rp

50.000,00

PARTAI POLITIK

1. Pengesahan Badan Hukum
Partai Politik

per permohonan

Rp

100.000.000,00

2. Perubahan Kepengurusan
Partai Politik

per permohonan

Rp

5.000.000,00

3. Perubahan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah
Tangga Badan Hukum
Partai Politik

per permohonan

Rp

5.000.000,00

4. Pemberian . . .
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4. Pemberian Salinan | per permohonan| Rp 5.000.000,00
Keputusan Menteri
Mengenai Pengesahan
Badan Hukum Partai
Politik yang Hilang atau
Rusak
5. Pemberian Salinan | per permohonan| Rp 5.000.000,00
Keputusan Menteri
Mengenai Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah
Tangga Badan Hukum
Partai Politik yang Hilang
atau Rusak
6. Pemberian Salinan | per permohonan| Rp 5.000.000,00
Keputusan Menteri
Mengenai Perubahan
Kepengurusan Partai
Politik yang hilang atau
rusak
7. Pencarian/ Unduh per pencarian Rp 50.000,00
(Search/ Download) Data
Partai Politik Secara Online
PEWARGANEGARAAN
1. Pewarganegaraan/
Naturalisasi Berdasarkan
Permohonan Warga Negara
Asing
a. Perwarganegaraan bagi Per Permohonan | Rp 5.000.000,00

anak kawin campur atau
anak yang lahir di negara
lus soli yang tidak
memperoleh
kewarganegaraan RI

b. Pewarganegaraan . . .
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b. Pewarganegaraan bagi Per Permohonan
anak
berkewarganegaraan
ganda yang tidak
menyatakan memilih
menjadi warga negara
Indonesia atau tidak
menyatakan salah satu
kewarganegaraannya

Rp

5.000.000,00

c. Pewarganegaraan Per Permohonan
berdasarkan permohonan

dari Warga Negara Asing

Rp

50.000.000,00

Pewarganegaraan
Berdasarkan Perkawinan

per permohonan

15.000.000,00

Pemberian Salinan | per permohonan
Keputusan Menteri
Mengenai Pewarganegaraan
Berdasarkan Perkawinan
yang Salinannya Rusak
atau Hilang

Rp

1.000.000,00

Pewarganegaraan Bagi | per permohonan
Orang Asing yang Telah
Berjasa kepada Negara
atau dengan Alasan Untuk
Kepentingan Negara

Rp

2.500.000,00

Pencarian/Unduh (Search/ per pencarian
Download) Data
Pewarganegaraan  Secara
Online

Rp

50.000,00

STATUS KEWARGANEGARAAN

1.

Permohonan untuk | per permohonan
Memperoleh
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berdasarkan Perkawinan
Campuran

1.000.000,00

2. Permohonan . . .
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Permohonan Salinan | per permohonan | Rp 1.000.000,00
Keputusan Menteri
Mengenai
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berdasarkan Perkawinan
Campuran
Permohonan Memilih | per permohonan| Rp 1.000.000,00
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan
Ganda
Permohonan Salinan | per permohonan| Rp 1.000.000,00
Keputusan Menteri tentang
Menyatakan Memilih
Kewarganegaraan Bagi
Anak Berkewarganegaraan
Ganda
Permohonan Memperoleh |per permohonan| Rp 1.000.000,00
Kembali Kewarganegaraan
Indonesia
Permohonan Salinan | per permohonan| Rp 1.000.000,00
Keputusan Menteri tentang
Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan
Indonesia
Surat Keterangan tentang |per permohonan| Rp 500.000,00
Kehilangan
Kewarganegaraan
Indonesia

8. Permohonan . . .
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8. Permohonan Surat |per permohonan| Rp 1.000.000,00
Keputusan tentang
Kehilangan
Kewarganegaraan atas
Permohonan Sendiri
kepada Presiden Republik
Indonesia
9. Permohonan Surat |per permohonan| Rp 1.000.000,00
Keputusan tentang Tetap
Menjadi Warga Negara
Indonesia
10. Pemberian Salinan Surat |per permohonan| Rp 1.000.000,00
Keputusan tentang Tetap
Menjadi Warga Negara
Indonesia
11. Pencarian/Unduh (Search/ per pencarian Rp 50.000,00
Download) Data
Kewarganegaraan Secara
Online
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL
Pencarian/Unduh (Search/ per pencarian | Rp 50.000,00
Download) Data Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Secara
Online
BADAN USAHA NON BADAN
HUKUM
1. Persetujuan Pemakaian Per Persetujuan | Rp 50.000,00
Nama Persekutuan
Komanditer
(Commanditaire
Vennootschap)

2. Pendaftaran . . .
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Pendaftaran Akta Pendirian
Persekutuan Komanditer
(Commanditaire
Vennootschap)

Per Permohonan

Rp

100.000,00

Perubahan
Dasar
Komanditer

Pendaftaran
Anggaran
Persekutuan
(Commanditaire
Vennootschap)

Per Permohonan

Rp

100.000,00

Pemberitahuan
Pembubaran Persekutuan
Komanditer
(Commanditaire
Vennootschap)

Per Surat
Pemberitahuan

Rp

50.000,00

Persetujuan Pemakaian
Nama Persekutuan Firma

Per Persetujuan

Rp

50.000,00

Pendaftaran Akta Pendirian
Persekutuan Firma

Per Permohonan

Rp

100.000,00

Perubahan
Dasar

Pendaftaran
Anggaran
Persekutuan Firma

Per Permohonan

100.000,00

Pemberitahuan
Pembubaran Persekutuan
Firma

Per Surat
Pemberitahuan

Rp

50.000,00

Persetujuan Pemakaian
Nama Persekutuan Perdata

Per Persetujuan

Rp

50.000,00

10.

Pendaftaran Akta Pendirian
Persekutuan Perdata

Per Permohonan

100.000,00

11.

Perubahan
Dasar

Pendaftaran
Anggaran
Persekutuan Perdata

Per Permohonan

Rp

100.000,00

12. Pemberitahuan . . .
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12. Pemberitahuan Per Surat Rp 50.000,00
Pembubaran Persekutuan | Pemberitahuan
Perdata
II. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan per orang Rp 39.500.000,00
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan (Minimal 25
Orang) selama 75 hari
I1I. | PELAYANAN KEIMIGRASIAN
A. DOKUMEN PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Paspor Biasa 48 Halaman per permohonan | Rp 350.000,00
2. Paspor Biasa 48 Halaman | per permohonan Rp 650.000,00
Elektronik
3. Surat Perjalanan Laksana |per permohonan | Rp 100.000,00
Paspor untuk WNI
4. Surat Perjalanan Laksana |per permohonan | Rp 150.000,00
Paspor untuk Orang Asing
5. Layanan Percepatan | per permohonan | Rp 1.000.000,00
Paspor Selesai Pada Hari
yang Sama
B. VISA
1. Visa Kunjungan
a. Visa Kunjungan sekali |per permohonan Us$ 50.00

Perjalanan

b. Visa . .
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b. Visa Kunjungan | per permohonan | US$ 110.00
Beberapa Kali
Perjalanan Dihitung per
Tahun
c. Visa Kunjungan Saat |per permohonan | Rp 500.000,00
Kedatangan
2. Visa Tinggal Terbatas
a. Visa Tinggal Terbatas per permohonan | US$ 150.00
b. Visa Tinggal Terbatas |per permohonan | Rp 700.000,00
Saat Kedatangan
3. Persetujuan Visa Direktur |per permohonan | Rp 200.000,00
Jenderal Imigrasi
C. 1ZIN KEIMIGRASIAN
1. Izin Kunjungan
a. Pemberian Izin | per permohonan | Rp 500.000,00
Kunjungan Masa
Berlaku 30 hari
b. Perpanjangan Izin | per permohonan | Rp 500.000,00
Kunjungan Masa
Berlaku 30 hari
c. Perpanjangan Izin | per permohonan | Rp 750.000,00
Kunjungan Masa
Berlaku 60 hari
2. Izin Tinggal Terbatas
a. Izin Tinggal Terbatas |per permohonan| Rp 750.000,00

Saat Kedatangan

b. Izin . ..
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b. Izin Tinggal Terbatas
Masa Berlaku Paling
Lama 6 (Enam) Bulan

per permohonan

Rp

1.000.000,00

c. Izin Tinggal Terbatas
Masa Berlaku Paling
Lama 1 (Satu) Tahun

per permohonan

Rp

1.500.000,00

d. Izin Tinggal Terbatas
Masa Berlaku Paling
Lama 2 (Dua) Tahun

per permohonan

2.000.000,00

e. Izin Tinggal Terbatas
Khusus Masa Berlaku
Paling Lama S5 (lima)
Tahun Khusus pada
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)

per permohonan

Rp

5.000.000,00

f.Pesetujuan Izin Tinggal
Terbatas Untuk Pekerja
di Perairan Indonesia

per permohonan

1.000.000,00

g. Teraan Izin Tinggal
Terbatas Untuk Pekerja
di Perairan Indonesia

per permohonan

Rp

300.000,00

Izin Tinggal Tetap

a. Pemberian Izin Tinggal
Tetap Masa Berlaku 5
(Lima) Tahun

per permohonan

Rp

5.000.000,00

b. Perpanjangan Izin
Tinggal Tetap Masa
Berlaku 5 (Lima) Tahun

per permohonan

Rp

5.000.000,00

c. Perpanjangan Izin
Tinggal Tetap untuk
Jangka Waktu yang
Tidak Terbatas

per permohonan

Rp

10.200.000,00

4.1zin . ..
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4. 1Izin Masuk Kembali
Entry Permit)

(Re-

a. Izin Masuk Kembali
Masa Berlaku Paling
Lama 6 (Enam) Bulan

per permohonan

Rp

600.000,00

b. Izin Masuk Kembali
Masa Berlaku Paling
Lama 1 (Satu) Tahun

per permohonan

1.000.000,00

c. Izin Masuk Kembali
Masa Berlaku Paling
Lama 2 (Dua) Tahun

per permohonan

Rp

1.750.000,00

d. Izin Masuk Kembali
Masa Berlaku 5 (Lima)
Tahun Khusus pada
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)

per permohonan

Rp

3.250.000,00

D. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA

1. Biaya Beban

a. Orang Asing
Berada di  Wilayah
Indonesia Melampaui
Waktu Tidak lebih dari
60 (Enam Puluh) Hari
dari Izin Keimigrasian
yang Diberikan

yang

per hari

1.000.000,00

b. Penanggung Jawab Alat
Angkut yang Tidak
Memenuhi Pasal 18
Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang
Keimigrasian

per alat angkut

Rp

50.000.000,00

c. Penanggung . . .
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c. Penanggung Jawab Alat
Angkut yang
Mengangkut
Penumpang yang Tidak
Memiliki Dokumen
Keimigrasian yang Sah
dan Berlaku

per alat angkut

50.000.000,00

d. Biaya Beban Paspor
Hilang

per buku

1.000.000,00

e. Biaya Beban Paspor
Rusak

per buku

Rp

500.000,00

f. Biaya Beban Kartu Izin
Tinggal Tetap Hilang

per kartu

Rp

1.000.000,00

g. Biaya Beban KPP APEC
Hilang/Rusak

per kartu

1.000.000,00

Smart Card

per permohonan

Rp

1.500.000,00

Kartu Perjalanan Pebisnis
Asia Pacific  Economic
Cooperation (KPP
APEC)/APEC Business
Travel Card (ABTC)

a. Permohonan Baru KPP
APEC

per permohonan

Rp

2.500.000,00

b. Penggantian KPP APEC

per permohonan

Rp

2.500.000,00

Fasilitas Keimigrasian
(Afidavit) Bagi Anak
Berkewarganegaraan
Ganda

per permohonan

Rp

400.000,00

Surat Keterangan
Keimigrasian

per permohonan

Rp

3.000.000,00

IV. PELAYANAN . ..




m@ﬁ?

W)

ey, L

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30 -

NO.

JENIS PNBP

SATUAN

TARIF

V.

PELAYANAN
INTELEKTUAL

KEKAYAAN

A. HAK CIPTA DAN DESAIN
INDUSTRI

1. Permohonan Pencatatan
Ciptaan dan/atau Produk
Hak Terkait

a. Usaha Mikro,
Kecil,
Pendidikan,
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah

Usaha
Lembaga
dan

1) Secara Elektronik

(online)

per permohonan

Rp

200.000,00

2) Secara
Nonelektronik
(manual)

per permohonan

250.000,00

b. Umum

1) Secara Elektronik

(online)

per permohonan

Rp

400.000,00

2) Secara
Nonelektronik
(manual)

per permohonan

Rp

500.000,00

2. Permohonan Pencatatan
Ciptaan Program Komputer

a. Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah

1) Secara . ..
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1) Secara Elektronik
(online)

per permohonan

Rp

300.000,00

2) Secara
Nonelektronik
(manual)

per permohonan

Rp

350.000,00

b. Umum

1) Secara Elektronik
(online)

per permohonan

Rp

600.000,00

2) Secara
Nonelektronik
(manual)

per permohonan

700.000,00

Permohonan Pencatatan
Pengalihan Hak atas
Ciptaan dan/atau Produk
Hak Terkait yang Tercatat
dalam Daftar Umum
Ciptaan

per nomor daftar

200.000,00

Permohonan Perubahan
Nama dan Alamat Pencipta
dan/atau Pemilik Hak
Terkait yang  Tercatat
dalam Daftar Umum
Ciptaan

per nomor daftar

Rp

150.000,00

Permohonan Petikan Tiap
Pencatatan Ciptaan
dan/atau Produk Hak
Terkait dalam Daftar
Umum Ciptaan

per nomor daftar

Rp

150.000,00

Permohonan Salinan Surat
Pencatatan Ciptaan
dan/atau Produk Hak
Terkait

per nomor daftar

150.000,00

7. Pencatatan . . .
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7. Pencatatan Lisensi atas |per permohonan | Rp 200.000,00
Ciptaan dan/atau Produk
Hak Terkait
8. Permohonan Keterangan |per permohonan | Rp 150.000,00
Tertulis Mengenai Ciptaan
dan/atau Produk Hak
Terkait yang  Tercatat
dalam Daftar Umum
Ciptaan
9. Permohonan Perbaikan | per permohonan | Rp 150.000,00
Data Permohonan hak cipta
Pencatatan Ciptaan
dan/atau  Produk Hak
Terkait Atas Kesalahan
Pemohon (Secara
Elektronik atau
Nonelektronik)
10. Permohonan Koreksi Surat |per nomor daftar| Rp 150.000,00
Pencatatan Ciptaan
dan/atau Produk Hak
Terkait Atas Kesalahan
Pemohon (Secara
Elektronik atau
Nonelektronik)
11. Permohonan Penerbitan | per permohonan | Rp 10.000.000,00
Izin Operasional Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK)
Pencipta dan/atau Hak
Terkait Bidang Musik dan
Lagu
12. Permohonan Penerbitan | per permohonan | Rp 5.000.000,00

Izin Operasional Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK)
Selain Musik dan Lagu

13. Permohonan . . .
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13. Permohonan Pendaftaran
Desain Industrni
a. Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah
1) Secara Elektronik
(online)
a) Satu Desain | per permohonan | Rp 250.000,00
industri
b) Satu Kesatuan |per permohonan
Desain (Set) Rp 550.000,00
2) Secara
Nonelektronik
(Manual)
a) Satu Desain | per permohonan | Rp 300.000,00
industri
b) Satu Kesatuan |per permohonan | Rp 600.000,00
Desain (Set)
b. Umum
1) Secara Elektronik
(online)
a) Satu Desain | per permohonan | Rp 800.000,00
industri
b) Satu Kesatuan |per permohonan
Desain (Set) Rp 1.250.000,00

2) Secara . . .
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2) Secara
Nonelektronik
(Manual)
a) Satu Desain | per permohonan | Rp 1.000.000,00
industri
b) Satu Kesatuan |per permohonan | Rp 1.500.000,00
Desain (Set)
14. Pengajuan Keberatan atas
Permohonan Desain
Industri yang Diumumkan
a. Usaha Mikro, Usaha |per permohonan| Rp 150.000,00
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah
b. Umum per permohonan | Rp 500.000,00
15. Permohonan Petikan |per nomor daftar| Rp 150.000,00
Daftar Umum Desain
Industri
16. Permohonan Dokumen | per permohonan | Rp 150.000,00
Prioritas Desain Industri desain industri
17. Permohonan Salinan |per nomor daftar| Rp 200.000,00
Sertifikat Desain Industri
18. Pencatatan Pengalihan Hak
Desain Industri
a. Usaha Mikro, Usaha |per nomor daftar| Rp 200.000,00

Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah

b. Unmum . ..
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b. Umum per nomor daftar| Rp 600.000,00
19. Pencatatan Perjanjian |per nomor daftar| Rp 1.000.000,00
Lisensi Desain Industri
20. Perubahan Nama dan/atau
Alamat Pemegang Hak
Desain Industri
a. Usaha Mikro, Usaha |per nomor daftar| Rp 100.000,00
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah
b. Umum per nomor daftar| Rp 300.000,00
21. Pembatalan Desain
Industri
a. Usaha Mikro, Usaha |[per permohonan | Rp 0,00
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah
b. Umum per permohonan | Rp 200.000,00
22. Permohonan Penundaan
Pengumuman Desain
Industri
a. Usaha Mikro, Usaha |per permohonan | Rp 0,00
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah

b. Umum. ..
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b. Umum per permohonan | Rp 400.000,00
23. Pengajuan Keberatan atas
Putusan Penolakan
Permohonan Desain

Industri yang  Ditolak
Berdasarkan Pasal 2 dan
Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri

a. Usaha Mikro, Usaha |per permohonan | Rp 200.000,00
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah

b. Umum

1) Satu Desain | per permohonan | Rp 1.000.000,00
Industri
2) Satu Kesatuan |per permohonan | Rp 1.500.000,00

Desain (Set)

24. Permohonan  Keterangan |per nomor daftar| Rp 300.000,00
Tertulis Mengenai Desain
Industri Terdaftar

25. Permohonan Perbaikan | per permohonan | Rp 250.000,00
Data Permohonan Desain
Industri Atas Kesalahan

Pemohon (Secara
Elektronik atau
Nonelektronik)

26. Permohonan . . .
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26. Permohonan Perbaikan |per nomor daftar| Rp 400.000,00
(Update) Data Desain
Industri Terdaftar Atas
Kesalahan Pemohon
(Secara Elektronik atau
Nonelektronik)
PATEN, DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU, DAN
RAHASIA DAGANG
1. Permohonan (maksimal 10
(sepuluh) klaim per
permohonan)
a. Permohonan Paten
1) Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah
a) Secara per permohonan | Rp 350.000,00
Elektronik
(online)
b) Secara per permohonan | Rp 450.000,00
Nonelektronik
(manual)
2) Umum
a) Secara per permohonan | Rp 1.250.000,00
Elektronik
(online)
b) Secara per permohonan | Rp 1.500.000,00
Nonelektronik
(manual)

b. Permohonan . .




&@ﬁ?

‘%
‘l‘.‘j
'/
e
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
NO. JENIS PNBP SATUAN TARIF
b. Permohonan Paten
Sederhana
1) Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
Pemerintah
a) Secara per permohonan | Rp 200.000,00
Elektronik
(online)
b) Secara per permohonan | Rp 250.000,00
Nonelektronik
(manual)
2) Umum
a) Secara per permohonan | Rp 800.000,00
Elektronik
(online)
b) Secara per permohonan | Rp 1.250.000,00
Nonelektronik
(manual)
Biaya Kelebihan Setiap per klaim Rp 75.000,00
Klaim lebih dari 10
(sepuluh)
Tambahan Biaya Deskripsi per lembar Rp 15.000,00
Permohonan yang lebih
dari 30 (Tiga Puluh)
Halaman
Biaya Perpanjangan Waktu |per permohonan | Rp 400.000,00

Pemenuhan Persyaratan
dan Kelengkapan
Permohonan

5. Percepatan . . .
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Percepatan Pengumuman
yang Dilaksanakan Segera
Setelah 6 (enam) Bulan

per permohonan

400.000,00

Permohonan Perubahan
Data Permohonan Paten
atas Kesalahan Pemohon
(Secara Elektronik atau
Nonelektronik)

per permohonan

Rp

200.000,00

Permohonan Perubahan
Data Paten atas Kesalahan
Pemohon (Secara
Elektronik atau
Nonelektronik)

per nomor daftar

Rp

300.000,00

Permohonan Surat
Keterangan Pemakai
Terdahulu

per permohonan

Rp

3.000.000,00

Permohonan Surat Bukti
Hak Prioritas

per permohonan

Rp

300.000,00

10.

Permohonan Surat
Keterangan Resmi untuk
Memperoleh Contoh Jasad
Renik

per permohonan

Rp

100.000,00

11.

Pemeriksaan Substantif

a. Permohonan Paten

per permohonan

3.000.000,00

b. Permohonan Paten
Sederhana

per permohonan

500.000,00

12.

Permohonan Percepatan
Pemeriksaan Substantif
Patent Prosecution Highway

per permohonan

5.000.000,00

13. Biaya . . .




2y, L
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
NO. JENIS PNBP SATUAN TARIF
13. Biaya Perpanjangan Waktu |per permohonan | Rp 400.000,00
Penyampaian Tanggapan
dan/atau Pemenuhan
Hasil Pemeriksaan
Substantif
14. Perubahan Jenis | per permohonan | Rp 450.000,00
Permohonan Paten
15. Permohonan Banding
terhadap:
a. Penolakan Permohonan | per permohonan | Rp 3.000.000,00
b. Koreksi atas Deskripsi, |per permohonan| Rp 3.000.000,00
Klaim, dan/atau
Gambar Setelah
Permohonan Diberi
Paten
c. Keputusan pemberian |per permohonan | Rp 3.000.000,00
Paten
16. Koreksi Sertifikat atas |per permohonan | Rp 500.000,00
Kesalahan Data
Permohonan yang
Disampaikan oleh
Pemohon
17. Permohonan Penghapusan per klaim Rp 150.000,00
Sebagian Berupa
Pengurangan Klaim atas
permohonan pemegang
Paten
18. Permohonan Pencatatan | per permohonan | Rp 700.000,00
Pengalihan Paten
19. Pendaftaran Pencatatan | per permohonan | Rp 1.000.000,00

Perjanjian Lisensi

20. Permohonan . .
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20.

Petikan
Perjanjian

Permohonan
Pencatatan
Lisensi

per permohonan

300.000,00

21.

Permohonan Lisensi Wajib

per permohonan

Rp

1.000.000,00

22.

Permohonan Petikan Daftar
Umum Paten

per permohonan

Rp

300.000,00

23.

Permohonan Salinan

Dokumen Paten

per lembar

Rp

20.000,00

24.

Biaya Permohonan
Penelusuran Paten Dalam
Negeri

per subyek

500.000,00

25.

Biaya (Jasa) Tahunan
Pemeliharaan Paten

a. Usaha Usaha
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan

Pemerintah

Mikro,

1) Tahun Ke-1 (Tahun
Pertama Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

0,00

b) Biaya
Klaim

Tiap

per klaim

0,00

2) Tahun Ke-2 (Tahun
Kedua Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar . ...
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a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
3) Tahun Ke-3 (Tahun
Ketiga Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
4) Tahun Ke-4 (Tahun
Keempat Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
5) Tahun Ke-5 (Tahun
Kelima Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
6) Tahun Ke-6 (Tahun
Keenam Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 1.500.000,00

b) Biaya . . .
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b) Biaya Tiap
Klaim

per klaim

150.000,00

7)

Tahun Ke-7 (Tahun
Ketujuh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

2.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

200.000,00

8)

Tahun Ke-8 (Tahun
Kedelapan Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

2.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

200.000,00

9)

Tahun Ke-9 (Tahun
Kesembilan Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

2.500.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

250.000,00

10) Tahun Ke-10 (Tahun

Kesepuluh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

3.500.000,00

b) Biaya . . .
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b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

11) Tahun Ke-11 (Tahun
Kesebelas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

12) Tahun Ke-12 (Tahun
Kedua Belas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

250.000,00

13) Tahun Ke-13 (Tahun
Ketiga Belas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

14) Tahun Ke-14 (Tahun
Keempat Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

15) Tahun . . .
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15) Tahun Ke-15 (Tahun
Kelima Belas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

16) Tahun Ke-16 {Tahun
Keenam Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

17) Tahun Ke-17 (Tahun
Ketujuh Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

250.000,00

18) Tahun Ke-18 (Tahun
Kedelapan Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

19) Tahun . . .




o

O

gt

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.

JENIS PNBP

SATUAN

TARIF

19) Tahun Ke-19 (Tahun
Kesembilan Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

20) Tahun Ke-20 (Tahun
Kedua Puluh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

5.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

250.000,00

b. Umum

1) Tahun Ke-1 (Tahun
Pertama Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

1.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

75.000,00

2) Tahun Ke-2 (Tahun
Kedua Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

1.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

75.000,00

3) Tahun . ..
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3) Tahun Ke-3 (Tahun
Ketiga Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

1.000.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

75.000,00

4) Tahun Ke-4 (Tahun
Keempat Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

1.250.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

100.000,00

5) Tahun Ke-5 (Tahun
Kelima Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

Rp

1.250.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

100.000,00

6) Tahun Ke-6 (Tahun
Keenam Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar

per paten

1.750.000,00

b) Biaya Tiap Klaim

per klaim

Rp

175.000,00

7) Tahun Ke-7 (Tahun
Ketujuh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar . . .
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a) Dasar per paten Rp 2.250.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 225.000,00
Klaim
8) Tahun Ke-8 (Tahun
Kedelapan Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 2.250.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 225.000,00
Klaim
9) Tahun Ke-9 (Tahun
Kesembilan Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 3.000.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 300.000,00
Klaim
10) Tahun Ke-10 (Tahun
Kesepuluh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 4.000.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 300.000,00
Klaim
11) Tahun Ke-11 (Tahun
Kesebelas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00

b) Biaya . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -
NO. JENIS PNBP SATUAN TARIF
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
12) Tahun Ke-12 (Tahun
Kedua Belas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
13) Tahun Ke-13 (Tahun
Ketiga Belas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
14) Tahun Ke-14 (Tahun
Keempat Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
15) Tahun Ke-15 (Tahun
Kelima Belas Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00

b) Biaya . . .
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b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
16) Tahun Ke-16 (Tahun
Keenam Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
17) Tahun Ke-17 (Tahun
Ketujuh Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
18) Tahun Ke-18 (Tahun
Kedelapan Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim

19) Tahun Ke-19 (Tahun
Kesembilan Belas
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar . ..
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a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
20) Tahun Ke-20 (Tahun
Kedua Puluh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 500.000,00
Klaim
26. Biaya (Jasa) Tahunan
Pemeliharaan Paten
Sederhana
a. Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Lembaga
Pendidikan, dan
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan
Pemerintah
1) Tahun Ke-1 (Tahun
Pertama Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim

2) Tahun Ke-2 (Tahun
Kedua Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)

a) Dasar . .
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a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
3) Tahun Ke-3 (Tahun
Ketiga Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
4) Tahun Ke-4 (Tahun
Keempat Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
5) Tahun Ke-5 (Tahun
Kelima Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 0,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 0,00
Klaim
6) Tahun Ke-6 (Tahun
Keenam Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 1.650.000,00

b) Biaya .
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b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
7) Tahun Ke-7 (Tahun
Ketujuh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 2.200.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
8) Tahun Ke-8 (Tahun
Kedelapan Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 2.750.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
9) Tahun Ke-9 (Tahun
Kesembilan  Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 3.300.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
10) Tahun Ke-10 (Tahun
Kesepuluh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 3.850.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim

b. Umum. ..
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b. Umum
1) Tahun Ke-1 (Tahun
Pertama Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 750.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
2) Tahun Ke-2 (Tahun
Kedua Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 750.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
3) Tahun Ke-3 (Tahun
Ketiga Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 750.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
4) Tahun Ke-4 (Tahun
Keempat Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 750.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim

5) Tahun . ..
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5) Tahun Ke-5 (Tahun
Kelima Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 1.250.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
6) Tahun Ke-6 (Tahun
Keenam Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 1.700.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
7) Tahun Ke-7 (Tahun
Ketujuh Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 2.300.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
8) Tahun Ke-8 (Tahun
Kedelapan Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 2.800.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim

9) Tahun . .
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9) Tahun Ke-9 (Tahun
Kesembilan Sejak
Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 3.500.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim
10) Tahun Ke-10
(Tahun Kesepuluh
Sejak Tanggal
Penerimaan
Permohonan Paten)
a) Dasar per paten Rp 4.000.000,00
b) Biaya Tiap per klaim Rp 50.000,00
Klaim

27.

Tambahan Biaya Tahunan
yang Menggunakan
Mekanisme Masa Tenggang
Waktu

Biaya Tahunan + 100%
Biaya Tahunan pada
Tahun Pelindungan

yang Sama

28. Biaya (Jasa) Administrasi |per permohonan Rp 1.000.000,00
Permohonan Paten Melalui
Paten Cooperation Treaty
(PCT)

29. Denda Keterlambatan | per permohonan | Rp 5.000.000,00

Permohonan Paten Melalui
PCT Fase Nasional Paling

Lambat 3 Bulan
dikarenakan Unsur
Ketidaksengajaan

(Unintentional and Do Care)

30. Permohonan . . .
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30. Permohonan Pendaftaran
Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
a. Usaha Mikro dan |per permohonan | Rp 400.000,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 700.000,00
31. Permohonan Petikan Daftar | per permohonan | Rp 200.000,00
Umum Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
32. Permohonan Salinan
Sertifikat Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu
a. Usaha Mikro dan |per permohonan | Rp 100.000,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 200.000,00
33. Pencatatan Pengalihan Hak
Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
a. Usaha Mikro dan |per permohonan | Rp 250.000,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 500.000,00
34. Pencatatan Perjanjian
Lisensi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
a. Usaha Mikro dan | per permohonan | Rp 150.000,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 250.000,00

35. Perubahan . . .
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35. Perubahan Nama dan atau
Alamat Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
a. Usaha Mikro dan |per permohonan | Rp 150.000,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 250.000,00
36. Pembatalan Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu
a. Usaha Mikro dan |per permohonan | Rp 0,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 200.000,00
37. Pencatatan Pengalihan Hak
Rahasia Dagang
a. Usaha Mikro dan | per permohonan | Rp 200.000,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 400.000,00
38. Pencatatan Perjanjian
Lisensi Rahasia Dagang
a. Usaha Mikro dan | per permohonan | Rp 150.000,00
Usaha Kecil
b. Umum per permohonan | Rp 250.000,00

MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

1.

Permohonan Pendaftaran
Merek yang diajukan oleh:

a. Usaha Mikro dan
Usaha Kecil

1) Secara . ..
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1) Secara Elektronik per kelas Rp 500.000,00
(online)
2) Nonelektronik per kelas Rp 600.000,00
(Manual)
b. Umum
1) Secara Elektronik per kelas Rp 1.800.000,00
(online)
2) Nonelektronik per kelas Rp 2.000.000,00
(Manual)
2. Permohonan pendaftaran
Merek Internasional
berdasarkan Protokol Madrid
a. Permohonan pendaftaran Per Kelas CHF 144
Merek Internasional
b. Perpanjangan
Perlindungan Merek
Internasional
1) Dalam jangka waktu 6 Per Kelas CHF 180
bulan sebelum atau
sampai dengan
berakhirnya
perlindungan Merek
2) Dalam jangka waktu 6 Per Kelas CHF 360
bulan setelah
berakhirnya
perlindungan Merek
¢. Transformasi Merek Per Kelas Rp 2.000.000,00

Internasional menjadi
Merek nasional

d. Penggantian . . .
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d. Penggantian
(Replacement) Merek
nasional menjadi merek
internasional

Per Kelas

Rp

1.000.000,00

e. Biaya administrasi
permohonan pendaftaran
Merek Internasional yang
berasal dari Indonesia

Per permohonan

500.000,00

Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis

a. Secara Elektronik
(online)

per permohonan

450.000,00

b. Nonelektronik (Manual)

per permohonan

500.000,00

Perpanjangan Jangka
Waktu Perlindungan Merek

a. Dalam Jangka Waktu 6
Bulan Sebelum atau
sampai dengan
Berakhirnya
Perlindungan Merek

1) Usaha Mikro dan
Usaha Kecil

a) Secara
Elektronik
(online)

per kelas

Rp

1.000.000,00

b) Secara
Nonelektronik
(Manual)

per kelas

Rp

1.200.000,00

2) Umum.. ..
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2) Umum

a) Secara per kelas Rp
Elektronik
(online)

2.250.000,00

b) Secara per kelas Rp
Nonelektronik
(Manual)

2.500.000,00

b. Dalam Jangka Waktu

paling lama 6 bulan
setelah Berakhirnya
Perlindungan Merek

1) Usaha Mikro dan
Usaha Kecil

a) Secara per kelas Rp
Elektronik
(online)

2.000.000,00

b) Secara per kelas Rp
Nonelektronik
(Manual)

2.400.000,00

2) Umum

a) Secara per kelas Rp
Elektronik
(online)

4.500.000,00

b) Secara per kelas Rp
Nonelektronik
(Manual)

5.000.000,00

Pengajuan Keberatan atas |per permohonan | Rp
Permohonan
Merek/Indikasi Geografis

1.000.000,00

6. Permohonan . . .
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6. Permohonan Banding | per permohonan | Rp 3.000.000,00
Merek/ Indikasi Geografis
7. Pencatatan Perubahan per nomor Rp 300.000,00
Nama dan/atau Alamat permohonan/
Pemilik Merek per nomor
terdaftar
8. Pencatatan Pengalihan Hak per nomor Rp 700.000,00
atas Merek permohonan/ per
nomor terdaftar
9. Pencatatan Perjanjian per nomor Rp 1.000.000,00
Lisensi terdaftar
10. Permohonan Petikan per nomor Rp 300.000,00
Pencatatan Perjanjian terdaftar
Lisensi
11. Pencatatan Penghapusan per nomor Rp 200.000,00
Pendaftaran terdaftar
Merek/Indikasi Geografis
12. Pencatatan Perubahan per nomor Rp 300.000,00
Peraturan Penggunaan terdaftar
Merek Kolektif
13. Permohonan Petikan Resmi per nomor Rp 300.000,00
Pendaftaran terdaftar
Merek/Indikasi Geografis
14. Permohonan Keterangan per nomor Rp 200.000,00
Tertulis Mengenai terdaftar
Perpanjangan Jangka
Waktu Merek Terdaftar
15. Permohonan  Keterangan |per permohonan | Rp 200.000,00
Tertulis Mengenai per kelas
Klasifikasi Barang

dan/atau Jasa

16. Permohonan . . .
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16. Permohonan  Keterangan |per permohonan | Rp 200.000,00
Tertulis Mengenai Barang per kelas
dan/atau Jasa Sejenis
17. Perubahan Data  pada per nomor Rp 200.000,00
deskripsi Indikasi permohonan
Geografis karena
Kesalahan Penulisan oleh
Pemohon
18. Permohonan Perubahan | per permohonan | Rp 200.000,00
Data Permohonan Merek
atau Indikasi Geografis
atas Kesalahan Pemohon
(Secara Elektronik atau
Nonelektronik)
19. Permohonan Perubahan per nomor
Data Merek atau Indikasi terdaftar
Geografis Terdaftar atas Rp 300.000,00
Kesalahan Pemohon
(Secara Elektronik atau
Nonelektronik)
20. Permohonan Bukti per nomor Rp 300.000,00
Prioritas Merek permohonan
21. Permohonan Pemeriksaan per nomor Rp 1.000.000,00
Substantif Indikasi permohonan
Geografis
22. Pencatatan Perubahan per nomor Rp 200.000,00
Buku Persyaratan Indikasi permohonan

Geografis

23. Pencatatan . . .
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23. Pencatatan Pemakaian per nomor Rp 750.000,00
Indikasi Geografis permohonan
D. KONSULTAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL
1. Pendaftaran Konsultan per orang Rp 0,00
Kekayaan Intelektual
2. Pengangkatan Konsultan per orang Rp 5.000.000,00
Kekayaan Intelektual
V. | PELAYANAN KESEHATAN
A. RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN
1. Administrasi
a. Administrasi Rawat per kunjungan | Rp 10.000,00
Inap
b. Administrasi Rawat per kunjungan | Rp 8.000,00
Jalan
2. Rawat Inap
4. Kelas I per tempat Fldur Rp 300.000,00
per hari
b. Kelas II per tempat Fldur Rp 180.000,00
per hari
c. Kelas III per tempat Fldur Rp 100.000,00
per hari
d. Intensive Care Unit (ICU) | per tempat tidur | Rp 720.000,00

per hari

e. Intermediate . . .
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e. Intermediate Care Unit |per tempat tidur | Rp 520.000,00
(IMCU) per hari
f Isolasi per tempat tidur | Rp 520.000,00
' per hari
g. One Day Care (sampai | per tempat tidur | Rp 240.000,00
dengan 12 Jam) per hari
h. One Day Care (di atas |per tempat tidur| Rp 480.000,00
12 Jam sampai dengan per hari
24 Jam)
i, Ruang Bayi per tempat Fldur Rp 100.000,00
per hari
5. Inkubator per tempat Fldur Rp 80.000,00
per hari
k. Ruang Rawat Gabung
1) Ruang Rawat Ibu per tempat tidur | Rp 200.000,00
per hari
2) Ruang Bayi per tempat tidur | Rp 100.000,00
per hari
Rawat Jalan
a. Poliklinik Rawat Jalan per kunjungan | Rp 160.000,00
Spesialis
b. Instalasi/Unit Gawat
Darurat
1) Dokter Umum per kunjungan | Rp 96.000,00
2) Dokter Spesialis per kunjungan | Rp 160.000,00

B. VISITE . ..
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B. VISITE DAN KONSULTASI
DOKTER
1. Visite Rawat Inap
a. Kelas I per kunjungan | Rp 120.000,00
b. Kelas II per kunjungan | Rp 100.000,00
c. Kelas III per kunjungan | Rp 60.000,00
2. Visite di Intensive Care Unit
(ICU)
a. Konsulen Sub Spesialis per kunjungan | Rp 400.000,00
Intensive Care
b. Konsulen Spesialis per kunjungan | Rp 240.000,00
Lainnya
c. Konsulen Spesialis per kunjungan | Rp 480.000,00
Tamu
3. Visite di Intermediate Care
Unit (IMCU)
a. Konsulen Sub Spesialis per kunjungan | Rp 240.000,00
Intensive Care Unit
b. Konsulen Spesialis per kunjungan | Rp 160.000,00
Lainnya
4. Konsultasi Gizi
a. Rawat Inap
1) Kelas I per konsultasi | Rp 56.000,00
2) Kelas II per konsultasi | Rp 48.000,00
3) Kelas III per konsultasi | Rp 40.000,00

b. Rawat . . .
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b. Rawat Jalan
1) Dewasa per konsultasi | Rp 48.000,00
2) Anak per konsultasi | Rp 56.000,00
C. TINDAKAN
1. Tindakan Rawat Inap dan
Rawat Jalan
a. Vena Sectie per tindakan | Rp 400.000,00
b. Water Sealed Drainase per tindakan Rp 320.000,00
(WSD)
c. Intubasi per tindakan Rp 400.000,00
d. Echo Kardio Graphic per tindakan | Rp 60.000,00
(EKG) (12 Leads)
e. Pasang Infus Perifer per tindakan | Rp 120.000,00
f. Syringe/Infusion Pump per tindakan | Rp 60.000,00
g. Naso Gastric Tube (NGT) per tindakan | Rp 120.000,00
h. Monitoring Jantung (5 per hari Rp 120.000,00
Parameter: O3, Tensi,
Echo Kardio Graphic
(EKG), Respiration
Rate, Nadi)
i. Sungkup O> per tindakan | Rp 40.000,00
j- Nebulizer per tindakan Rp 72.000,00
k. Suction Catheter per tindakan | Rp 48.000,00
1. Oral Hygiene per tindakan | Rp 80.000,00
m. Perawatan Infus per tindakan | Rp 40.000,00

n. Perawatan . . .
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n. Perawatan Luka per tindakan | Rp 100.000,00
Kronis
0. Pasang Chateter per tindakan | Rp 80.000,00
Urine
p. Dopler Vaskuler per tindakan | Rp 160.000,00
q- Cabut Steril Strip per tindakan | Rp 160.000,00
r. Suntik Kenacort per tindakan | Rp 96.000,00
S. Suntik Adant per tindakan | Rp 120.000,00
t. Suntik per tindakan | Rp 48.000,00
Kalsium/Vitamin
u. Suntik Intra per tindakan | Rp 24.000,00
Muscular
V. Suntik Intra Vena per tindakan | Rp 40.000,00
w. Gula darah per tindakan | Rp 40.000,00
sewaktu (GDS)
X. Aspirasi Biopsi per tindakan | Rp 200.000,00
y. Buginast Uretra per tindakan | Rp 360.000,00
z. Buginasi Anus per tindakan Rp 240.000,00
aa. Ultrasonografi
(USQG) Urologi
1) Intip (tanpa Print per tindakan Rp 40.000,00
Out)
2) Dengan Print Out per tindakan | Rp 80.000,00

untuk Ginjal

bb. Jahit . ..
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bb. Jahit Simpul
1) 1-5 Jahitan per tindakan Rp 60.000,00
2) 6-10 Jahitan per tindakan | Rp 120.000,00
3) > 10 Jahitan per tindakan Rp 180.000,00
cc. Aff Hecting per tindakan | Rp 60.000,00
dd. Incisi/ Excisi (Benda per tindakan | Rp 400.000,00
Tumor Jinak)
ee. Suntik Varises per tindakan | Rp 560.000,00
ff. Instilasi Mytomicyn per tindakan | Rp 160.000,00
Lewat Catheter ke
Kandung Kemih
gg. Pasang Catheter per tindakan | Rp 160.000,00
dengan Mandrin
hh. Injeksi per tindakan | Rp 80.000,00
Zoladex/ Tapros
(Injeksi Kemoterapi
Untuk Prostat)
il. Ekstrasi Kuku per tindakan | Rp 400.000,00
1- Debridemen per tindakan | Rp 320.000,00
kk. Reposisi Tertutup per tindakan | Rp .600.000,00
1. Pasang Gips Back per tindakan | Rp 160.000,00
Slab/ Forslab
mm. Uroflowmetri per tindakan | Rp 120.000,00
nn. Pemasangan Gips per tindakan | Rp 240.000,00
00. Lepas Gips Sirculer per tindakan | Rp 240.000,00

pp. Suntik . . .
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PP- Suntik Intra Lesi per tindakan | Rp 240.000,00
qaq. Cabut Wire per tindakan | Rp 60.000,00
IT. Lepas Catheter per tindakan | Rp 40.000,00
Ss. Resusitasi  Kardio per tindakan | Rp 560.000,00
Pulmoner
tt. Oksigen (O2)
maksimum 6 Liter
per Menit
1) Pemakaian per tindakan | Rp 32.000,00
sampai dengan
6 Jam
2) Pemakaian lebih per tindakan | Rp 48.000,00
dari 6 Jam
sampai dengan
12 Jam
3) Pemakaian lebih per tindakan | Rp 96.000,00
dari 12 Jam per
Hari
uu. Bilas Lambung per tindakan | Rp 76.000,00
VV. Blader Training per tindakan | Rp 85.000,00
WW. Clisma per tindakan | Rp 16.000,00
XX. Cukur Gundul per tindakan | Rp 80.000,00
Vy. Melakukan per tindakan | Rp 16.000,00
Penis/ Vulva Hygine
ZZ. Mengganti Botol per tindakan | Rp 20.000,00
Water Sealed
Drainase (WSD)

aaa. Pengambilan . .
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aaa. Pengambilan Darah per tindakan | Rp 40.000,00
AGD

bbb. Perawatan Fistel per tindakan | Rp 40.000,00
Perianal

ccc. Perawatan Iliustomi per tindakan | Rp 96.000,00

ddd. Perawatan Catheter per tindakan | Rp 68.000,00

eee. Perawatan Water per tindakan | Rp 93.000,00
Sealed Drainase
(WSD)

fff. Spoeling Catheter per tindakan | Rp 80.000,00

ggg. Spoeling Naso per tindakan | Rp 68.000,00
Gastric Tube (NGT)

hhh. Perawatan Luka per tindakan | Rp 40.000,00
Kecil

iit. Perawatan Luka per tindakan | Rp 60.000,00
Sedang

1 Perawatan Luka per tindakan | Rp 128.000,00
Besar dan Sulit

kkk. Perawatan Luka per tindakan | Rp 80.000,00
Besar

111. Perawatan per tindakan | Rp 40.000,00
Nefrostomi

mmm. Perawatan per tindakan Rp 40.000,00
Sistostomi

nnn. Perawatan Urostomi per tindakan | Rp 100.00,00

000. Pemberian Terapi per tindakan | Rp 20.000,00

Inj Sub Cutan

ppp- Densitometri . . .
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ppp. Densitometri per tindakan | Rp 320.000,00
Tindakan Instalasi Gawat
Darurat (IGD)
a. Pasang Percutaneus per tindakan | Rp 3.200.000,00
Dilatasional
Traceostomy (PDT)
b. Pemasangan Gips per tindakan | Rp 240.000,00
c. Lepas Gips Sirculer per tindakan | Rp 240.000,00
d. Pasang Traksi Kulit per tindakan | Rp 400.000,00
e. Pasang Traksi per tindakan | Rp 1.600.000,00
Skeletal
f. Aff Hecting per tindakan | Rp 60.000,00
g. Incisi/ Excisi (Benda per tindakan | Rp 1.600.000,00
Tumor)
h. Perawatan Luka per tindakan | Rp 100.000,00
i. Ekstraksi Kuku per tindakan | Rp 400.000,00
] Jahit Simpul
1) 1-5 Jahitan per tindakan | Rp 60.000,00
2) 6-10 Jahitan per tindakan | Rp 120.000,00
3) >10 Jahitan per tindakan | Rp 180.000,00
k. Reposisi Tertutup per tindakan | Rp 1.600.000,00
1. Pasang Gips Back per tindakan | Rp 160.000,00
Slab/ Forslab
m. Gula Darah per tindakan Rp 40.000,00

Sewaktu (GDS)

n. Observasi . . .
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Observasi Pasien di
Gadar
1) Sampai dengan per tindakan | Rp 104.000,00
6 Jam
2) Lebih dari 6 Jam per tindakan Rp 160.000,00
sampai dengan
12 Jam
3) Lebih dari 12 per tindakan | Rp 320.000,00
Jam
Ventilator
1) Sampai dengan per tindakan | Rp 240.000,00
12 jam
2) Lebih dari 12 per tindakan | Rp 480.000,00
Jam
Vena Sectie per tindakan | Rp 1.600.000,00
Intubasi per tindakan | Rp 400.000,00
Echo Kardio per tindakan | Rp 60.000,00
Graphic (EKG) (12
Leads)
Pasang Infus Perifer per tindakan | Rp 120.000,00
Syringe/ Infusion per tindakan | Rp 60.000,00
Pump
Naso Gastrie Tube per tindakan | Rp 120.000,00

(NGT)

v. Monitoring . . .
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V. Monitoring Jantung per hari Rp 120.000,00
(5 Parameter: Oag,
Tensi, Echo Kardio
Graphic (EKG),
Respiration  Rate,
Nadi)
w. Sungkup O2 per tindakan Rp 40.000,00
X. Nebulizer per tindakan | Rp 60.000,00
y. Pasang Catheter per tindakan Rp 80.000,00
Urine
Z. Suntik Intra per tindakan Rp 24.000,00
Muscular
aa. Suntik Intra Vena per tindakan | Rp 40.000,00
3. Ultrasonografi (USG) 4
Dimensi
a. Kelas I per tindakan Rp 520.000,00
b. Kelas II per tindakan | Rp 400.000,00
C. Kelas III per tindakan | Rp 320.000,00
MEDICAL CHECK UP
1. Standar (Pria) per orang per | Rp 720.000,00
paket
2. Standar (Wanita) per paket Rp 800.000,00
3. Uji Kesehatan Karyawan per paket Rp 400.000,00
4. UjiJantung per paket Rp 560.000,00
5. Standar Pegawai ke Luar per paket Rp 960.000,00

Negeri

E. PENGGUNAAN . ..
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E. PENGGUNAAN AMBULANCE
1. Jarak Tempuh
a. Sampai dengan 10 paket Rp 96.000,00
km
b. 11 km sampai paket Rp 176.000,00
dengan 30 km
C. 31 km  sampai paket Rp 256.000,00
dengan 50 km
2. Tambahan per km di atas per km Rp 8.000,00
50 km
F. JASA LAYANAN GIGI DAN
MULUT
1. Oral Diagnosis/ Oral
Medicine
a. Oral Diagnosis per kunjungan | Rp 48.000,00
(Pasien Baru)
b. Kasus Darurat Gigi per kunjungan | Rp 200.000,00
(Tidak  Termasuk
Tindakan yang
Dilakukan)
C. Konsultasi (Tanpa per kunjungan | Rp 160.000,00
Dilakukan
Tindakan)
d. Radiografi per film Rp 80.000,00
Periapikal
€. Radiografi Oklusal per film Rp 80.000,00
f. Ekstra Oral per film Rp 120.000,00
Panoramik

g. Perawatan . . .
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g. Perawatan  Ulkus, per kunjungan
Aphtae, Stomatitis

160.000,00

h. Perawatan Temporo per kunjungan
Mandibular  Joint
(TMJ), Myofascial
Pain Dysfunction
Syndrome (MPDS)

160.000,00

i. Perawatan per kunjungan
Neuralgia

240.000,00

J- Abses, Perawatan per kunjungan
Abses (Konservatif)

200.000,00

k. Diatermi Solux per kunjungan

Rp

60.000,00

1. Pemeriksaan per spesimen
Patologi

Rp

360.000,00

m. Pemeriksaan per tindakan
Lengkap (Check Up)
Oral
Diagnosa/ Medicine

Rp

60.000,00

n. Kontrol Perawatan per tindakan
Kasus Penyakit
Mulut

Rp

60.000,00

0. Sanitesi Agent Lesi per tindakan

Rp

84.000,00

Pedodontik

a. Konsultasi (Tanpa per kunjungan
Dilakukan
Tindakan)

56.000,00

b. Tambalan per gigi
Sementara/ Zink
Oxide Eugenol
(ZOE)/ Depulpin

200.000,00

c. Tambalan . . .
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Tambalan Komposit per gigi Rp 280.000,00
Besar
Tambalan Komposit per gigi Rp 240.000,00
Kecil
Tambalan Glass per gigi Rp 240.000,00
Ionomer
Tambalan per gigi Rp 280.000,00
Kompomer
Pit and Fissure per tindakan | Rp 160.000,00
Sealant
(F VII) Light Curing
(LC)

Pulp Caping/Keping per gigi Rp 160.000,00
Pulpa
Aplikasi Fluor per rahang atas | Rp 320.000,00

dan rahang

bawah

Pulpektomi Akar per gigi Rp 200.000,00
Tunggal
Pulpektomi Akar per gigi Rp 280.000,00
Ganda
Pulpotomii per gigi Rp 400.000,00
Penambalan per gigi Rp 240.000,00
Fraktur (Kls I)
Gigi Tetap
Penambalan per gigi Rp 400.000,00
Fraktur (Kls II)
Gigi Tetap

o. Penambalan . . .
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Penambalan per gigi Rp 200.000,00
Fraktur (Kls 1)

Gigi Sulung

Penambalan per gigi Rp 240.000,00
Fraktur (Kls 1I)

Gigi Sulung

Penambalan per gigi Rp 400.000,00
Fraktur (Kls III)

Gigi Sulung

Penambalan per gigi Rp 240.000,00
Fraktur (Kls 1V)

Gigi Sulung

Pengisian Saluran per gigi Rp 320.000,00
Akar Tunggal

Sulung

Pengisian Saluran per gigi Rp 360.000,00
Akar Ganda Sulung

Mahkota per gigi Rp 800.000,00
Logam/ Stainless

Steel Cement

Mahkota Seluloid per gigi Rp 560.000,00
Crown Loop/Band per gigi Rp 1.200.000,00
Loop

Pemasangan per elemen Rp 1.200.000,00
Inclined Bite Plane

Lingual/ Palatal per rahang Rp 1.280.000,00
Arch

Alat Ortho Cekat per rahang Rp 6.400.000,00
Fase |

aa. Dental . . .
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aa. Dental Health per kunjungan | Rp 280.000,00
Education (DHE) OP
bb.  Alat Ortho Lepas per rahang Rp 1.600.000,00
cc. Splinting dengan per rahang Rp 1.600.000,00
Alat Cekat
dd. Scalling gigi per rahang Rp 120.000,00
ee. Cabut Gigi Sulung per gigi Rp 240.000,00
Topikal
ff. Cabut Gigi Sulung per gigi Rp 280.000,00
dengan Injeksi
gg. Cabut Gigi Tetap per gigi Rp 400.000,00
hh.  Premedikasi per lembar Rp 120.000,00
1. Spece Mainteiner per buah Rp 400.000,00
Acrylic
i Dental Health per tindakan | Rp 112.000,00
Education (DHE) +
Oral Prophylaxis
Rahang
Atas/Rahang
Bawah
kk.  Dental Health per tindakan | Rp 160.000,00
Education (DHE) +
Oral Prophylaxis +
Scalling Rahang
Atas/Rahang
Bawah
11. Tambalan Fuji IX, per tindakan | Rp 136.000,00

Fuji II, Miracle Mix

mm. Tambalan . . .
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mm. Tambalan per tindakan | Rp 176.000,00
Warna/ Glitter
nn. Vital Pulpotomi + F per tindakan | Rp 200.000,00
IX
00. Mortal Pulpotomi + F per tindakan Rp 176.000,00
X
pPp.  Apexifikasi/ Apexog per tindakan | Rp 132.000,00
enesis
qaq- Temporary Jacket per tindakan Rp 176.000,00
Crown Acrylic
IT. Space  Maintainer per tindakan Rp 576.000,00
Band/ Crown Loop
SS. Plat Orthodonti per rahang Rp 1.600.000,00
(Removable)
tt. Plat Orthodonti + per tindakan Rp S576.000,00
Screw
uu.  Palatal Crib per tindakan Rp 616.000,00
vv. Nance per rahang Rp 416.000,00
wWw. Quad/Bi Helix per rahang Rp 416.000,00
Appliances
XX. Rapid Palatal per rahang Rp 1.216.000,00
Expansion (RPE)
yy. Monoblock + Ekps. per rahang Rp 576.000,00
Screw
zZ. Aktivator/ Bionator per rahang Rp 736.000,00
aaa. Trainer Kelas III per rahang Rp 656.000,00

bbb. Trainer . . .
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bbb. Trainer Kelas I per rahang Rp 496.000,00
ccc. Cetak RA/RB per rahang Rp 72.000,00
ddd. Reparasi Plat per tindakan | Rp 60.000,00
Orthodonsi Acrylic
eee. Reparasi Plat per tindakan | Rp 256.000,00
Orthodonsi + Screw
Konservasi
a. Anesthesi  (Bukan per ampul Rp 52.500,00
Tindakan
Perawatan Saluran
Akar/PSA)
b. Bongkar Restorasi per elemen Rp 105.000,00
c. Bongkar per elemen Rp 240.000,00
Crown/ Inlay/
Onlay
d. Tumpatan Amalgam per gigi Rp 150.000,00
1 Sisi
e. Tumpatan Amalgam per gigi Rp 180.000,00
2 Sisi
f. Tumpatan Amalgam per gigi Rp 210.000,00
3 Sisi/ Lebih
(Kompleks/ Mesial
Oklusal Distal)
g. GIC II dan IX Kecil per gigi Rp 150.000,00

h. Tumpatan . . .
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Tumpatan GIC I per gigi Rp 180.000,00
dan IX Besar
Tumpatan Resin per gigi Rp 180.000,00
Magnetic Glass
Ionomer Cement
(RMGIC) Kecil (GIC
Dengan Sinar)

Tumpatan Resin per gigi Rp 210.000,00
Magnetic Glass

Ionomer Cement

(RMGIC) Besar (GIC

Dengan Sinar)

Tumpatan per gigi Rp 210.000,00
Komposit/

Kompomer (Light

Curing) Kecil

Tumpatan per gigi Rp 300.000,00
Komposit/

Kompomer (Light

Curing) Besar

Tumpatan Onlay per gigi Rp 510.000,00
Komposit Direk

Tumpatan Inlay, per gigi Rp 900.000,00
Onlay Komposit

Indirek

Tumpatan  Estetik per gigi Rp 450.000,00
Komposit Bahan

Khusus

Penutupan Pit dan per gigi Rp 180.000,00

Fisur dengan
Komposit

q. Inlay . . .
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q. Inlay, Onlay Logam per elemen Rp 720.000,00
Biasa
r. Inlay, Onlay Logam per elemen Rp 900.000,00
Khusus (Belum
Termasuk Harga
Logam)
S. Inlay, Onlay per elemen Rp 1.000.000,00
Porselen
t. Inlay Targis (Adoro) per elemen Rp 900.000,00
u. Labial Veneering per elemen Rp 600.000,00
Komposit/ Layering
V. Labial Veneering per elemen Rp 1.250.000,00
Porselen
w. Pin Stabilok per buah Rp 120.000,00
X. Pasak Inti per gigi Rp 360.000,00
Tuang/ Custom
Postcore
y. Pasak Sekrup per gigi Rp 280.000,00
Ready Made
Z. Sementasi Inlay, per elemen Rp 160.000,00
Onlay/ Crown
dengan SIK/GIC
(Sementasi Ulang)
aa. Sementasi Inlay, per elemen Rp 200.000,00

Onlay/ Crown
dengan Semen
Resin/Relix - 100
(Sementasi Ulang)

bb. Konsultasi . . .
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bb. Konsultasi (Tanpa per kunjungan
Dilakukan
Tindakan)

56.000,00

cc. Tambalan per tindakan
Sementara

Rp

72.000,00

dd. Tambalan Amalgam per tindakan

Rp

112.000,00

Endodontik

a. Kaping Pulpa per gigi
Direk/ Indirek

Rp

200.000,00

b. Endodontik 1 x per gigi
Kunjungan Akar
Tunggal

Rp

450.000,00

c. Endodontik 1 x per gigi
Kunjungan Akar
Ganda

825.000,00

d. Endodontik 1 x per gigi
Kunjungan dengan
Kondisi Khusus
(Posisi
Sulit/Bengkok)

Rp

900.000,00

e. Pulpektomi/PSA per gigi
Akar Tunggal
(Kunjungan I)

240.000,00

f. Pulpektomi/PSA per gigi
Akar Ganda
(Kunjungan I)

Rp

360.000,00

g. Preparasi Saluran per gigi
Akar Tunggal
(Kunjungan II dst)

Rp

240.000,00

h. Preparasi . . .
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Preparasi Saluran per gigi Rp 280.000,00
Akar Ganda
(Kunjungan II dst)

Preparasi Saluran per gigi Rp 360.000,00
Akar Khusus (Akar

Bengkok, Posisi

sulit) Kunjungan 11

dst

Retreatment per saluran akar| Rp 280.000,00
Ganti per gigi Rp 200.000,00
Obat/Tambalan

Sementara Tunggal

Ganti per gigi Rp 280.000,00
Obat/Tambalan

Sementara Ganda

Devitalisasi Pulpa per gigi Rp 200.000,00
Pengisian Saluran per gigi Rp 280.000,00
Akar Tunggal

Pengisian Saluran per gigi Rp 360.000,00
Akar Ganda

Bleaching Gigi per gigi Rp 320.000,00
Nonvital

Bleaching Gigi Vital per rahang Rp 1.560.000,00
Rahang

Atas/Rahang

Bawah

Perawatan per gigi Rp 660.000,00
Absorbsi/PSA

dengan MTA

s. Pulpotomi . . .
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S. Pulpotomi/ Apeksifik per kunjungan | Rp 200.000,00
asi/ Mumifikasi
t. Kontrol/ Premedikas per kunjungan | Rp 140.000,00
i
u. Tumpatan per tindakan Rp 184.000,00
Sandwich (GIC +
LC)
V. Polishing Tumpatan per tindakan | Rp 64.000,00
w. Pin Screw per tindakan | Rp 40.000,00
X. Jacket Crown Metal per tindakan | Rp 566.400,00
y. Jacket Crown Metal per tindakan Rp 620.000,00
Wirron
z. Jacket Crown per tindakan | Rp 276.000,00
Acrylic
aa. Jacket Crown Metal per tindakan Rp 482.000,00
Acrylic
bb. Jacket Crown All per tindakan | Rp 1.242.000,00
Porselen
ccC. Jacket Crown Metal per tindakan | Rp 936.000.00
Porselen
dd. Jacket Crown per tindakan | Rp 1.356.000,00
Porselen Wirron
ee. Pin Dowel per tindakan Rp 376.000,00
ff. Pin Dowel Wirron per tindakan Rp 476.000,00
gg. Pin Parapost/ Fiber per tindakan | Rp 194.000,00

hh. Crown . ..
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hh. Crown Acrylic per tindakan | Rp 168.000,00
Provisoris
ii. Drainase per tindakan | Rp 80.000,00
1 Apeksifikasi per tindakan Rp 120.000,00
Tunggal
kk.  Apeksifikasi Ganda per tindakan | Rp 144.000,00
11 Fluoridasi/Rahang per tindakan | Rp 68.000,00
mm. Pin Fiber/Resin per tindakan Rp 196.000,00
5. Bedah Endo
a. Apikal Kuretase per gigi Rp 900.000,00
b. Apikoektomi Gigi per gigi Rp 1.200.000,00
Anterior
C. Apikoektomi Gigi per gigi Rp 1.800.000,00
Posterior
d. Hemiseksi/ Radisekt per gigi Rp 900.000,00
omi/ Amputasi
Akar
6.  Periodontik
a. Plak Kontrol per kunjungan | Rp 160.000,00
b. Scalling Gigi per rahang Rp 120.000,00
C. Kuret/ Root Planing per segmen Rp 280.000,00
d. Kuret/ Root Planing per gigi Rp 160.000,00
e. Kuret dengan Ties per gigi Rp 360.000,00
f. Ginggivektomi per segmen Rp 600.000,00

g. Bedah . ..
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Bedah Flap per segmen Rp 600.000,00
Frenektomi per rahang Rp 600.000,00
Free Gingival Graft per gigi Rp 600.000,00
Pedicle Graft per gigi Rp 600.000,00
Splinting Ligature per segmen Rp 600.000,00
Splinting Gigi per regio Rp 240.000,00
Splinting dengan per gigi Rp 280.000,00
Komposite
Occlusal Adjustment per gigi Rp 160.000,00
Mouth Guard/ Night per rahang Rp 900.000,00
Guard
Aplikasi per gigi Rp 160.000,00
Treasiolan/ Durafat
/ Desencitizer
Kontrol/ Premedikas per gigi Rp 140.000,00
i
Flap dengan GTR per gigi Rp 1.500.000,00
Hemiseksi per gigi Rp 900.000,00
Amputasi Akar per gigi Rp 900.000,00
Bedah Flap dengan per segmen Rp 1.750.000,00

Bone Graft

v. Obturator .




o

X
154
‘l‘.“
'/
y
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 89 -
NO. JENIS PNBP SATUAN TARIF
V. Obturator untuk per segmen Rp 1.200.000,00
Palatal Graft
w. Konsultasi/Pemerik per kunjungan | Rp 64.000,00
saan Tanpa
Tindakan
X. Kontrol Pasca per tindakan Rp 72.000,00
Operasi
y. Opperculectomy per tindakan | Rp 336.000,00
z. Buka Jahitan per tindakan | Rp 64.000,00
7.  Prostodontik
a. Mahkota dan
Jembatan
1) Mahkota Metal per elemen Rp 1.200.000,00
Keramik
2) Mahkota per elemen Rp 720.000,00
Akrilik
3) Mahkota per elemen Rp 900.000,00
Akrilik dengan
Backing Logam
4) Mahkota per elemen Rp 750.000,00
Logam
Penuh/ Inlay/
Uplay
5) Emax  untuk per elemen Rp 2.400.000,00
Gigi Anterior
6) Mahkota per elemen Rp 3.000.000,00
Ceramic

Zirkonia untuk
Gigi Anterior

7) All. ..
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7) All Porcelin
(Zirkonia) With
Fiber
Reinforced
Composite

per elemen

Rp

3.600.000,00

8) Pasak Sekrup
(Sudah
Termasuk Built
Up Core Gic)

per elemen

330.000,00

9) Pasak Tuang

per elemen

360.000,00

10) Pasak Fiber

per elemen

900.000,00

11) Pin Stabilok

per buah

120.000,00

12) Jembatan
dengan
Mahkota

a) Metal
Keramik

per unit

1.200,000,00

b) Akrilik

per unit

720.000,00

c) Akrilik
dengan
Backing
Logam

per unit

900.000,00

d) Logam
Penuh/Inla
y/ Uplay

per unit

750,000,00

e) Emax
untuk Gigi
Anterior

per unit

2.400.000,00

f) Ceramic. . .
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f) Ceramic
Zirkonia
untuk Gigi
Anterior

per unit

Rp

3.000.000,00

g) All Porcelin
(Zirkonia)
With Fiber
Reinforced
Composite

per unit

Rp

3.600.000,00

13) Sementasi
Ulang dengan
Semen  Resin
(Relix - 100)

per elemen

150.000,00

14) Inlay - Uplay
Targis (Adoro)

per elemen

Rp

900.000,00

15) Inlay - Uplay
Metal Keramik

per elemen

Rp

1.200.000,00

16) Reparasi
Mahkota
Keramik

per elemen

600.000.00

17) Mahkota Lepas
(Cementasi

Ulang Dengan
Sik)/ Gic

per elemen

Rp

150.000,00

18) Bongkar
Crown

per elemen

Rp

300.000,00

19) Mahkota
Sementara
(Observasi)

per elemen

Rp

300.000,00

Gigi Tiruan
Sebagian (GTS)
Lepasan

1) GTS . . .
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1)

GTS Logam
(Atas/Bawabh)
Tanpa Elemen
Gigi

per rahang

1.000.000,00

2)

GTS Logam
Unilateral
(Saddle) Tanpa
Elemen Gigi

per rahang

875.000,00

3)

GTS Akrilik +
Elemen Gigi
Pertama

per rahang

750.000,00

4)

Tambahan per
Elemen Gigi
Akrilik

per elemen

Rp

225.000,00

S)

Dental D

per elemen

Rp

1.000.000,00

6)

Flexy Denture +
Gigi Pertama

per rahang

Rp

875.000,00

7)

Tambahan
Elemen Gigi
Flexy Denture

per elemen

Rp

200.000,00

8)

GTS
Kombinasi
Metal Valplast
Tanpa Elemen
Gigi

per rahang

Rp

1.375.000,00

9)

Bilateral/ 2
Sadle per
Rahang

per tindakan

Rp

760.000,00

Gigi Tiruan Penuh
(GTP) Lepas

1)GTP. . .
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1) GTP Logam | per rahang atas | Rp 2.250.000,00
Rahang Atas dan rahang
dan Rahang bawah
Bawah

2) GTP Logam | per rahang atas | Rp 2.700.000,00
Rahang Atas dan rahang
dan Rahang bawah
Bawah Kasus
Sulit

3) GTP Logam per rahang Rp 1.200.000,00
Rahang Atas
dan Rahang
Bawah

4) GTP Logam per rahang Rp 1.500.000,00
Rahang  Atas
dan Rahang
Bawah Kasus
Sulit

5) GTP Acrylic | per rahang atas | Rp 1.500.000,00
Rahang Atas dan rahang
dan Rahang bawah
Bawah

6) GTP Acrylic | per rahang atas | Rp 2.100.000,00
Rahang Atas dan rahang
dan Rahang bawah
Bawah Kasus
Sulit

GTP Acrylic Rahang per rahang Rp 1.050.000,00

Atas dan Rahang
Bawah

1) GTP. ..
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1)

GTP Acrylic
Rahang Atas
dan Rahang
Bawah Kasus
Sulit

per rahang

Rp

1.200.000,00

2)

GTP Kombinasi
Metal - Flexi
Denture
Rahang  Atas
dan Rahang
Bawah

per rahang atas
dan rahang
bawah

3.300.000,00

3)

GTP Kombinasi
Metal - Flexi
Denture
Rahang Atas
dan Rahang
Bawah

per rahang

Rp

1.800.000,00

Tindakan Lain
untuk Gigi Tiruan

1)

Reparasi Gigi
Tiruan Akrilik
Tanpa Cetak

per elemen

Rp

250.000,00

2)

Reparasi Gigi
Tiruan Akrilik
dengan Cetak

per elemen

350.000,00

3)

Tambahan
Klamer

per elemen

105.000,00

4)

Tambahan
Elemen Gigi
Akrilik

per elemen

150.000,00

S)

Relining/ Rebas
ing GTP

per rahang

350.000,00

6) Night . .
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6)

Night
Guard/ Splin
T™™J

per rahang

750.000,00

7)

Splinting
Oklusal

per rahang

625.000,00

8)

Penambahan
Basis dengan
Soft/ Kooliner

per rahang

175.000,00

9)

Kontrol/Konsu
ltasi (GTS
Dibuat di Luar
LKG)

per kunjungan

150.000,00

10)

Penyesuaian
Gigi  Tiruan/
Denture
Adjusment
(Gigi Tiruan
Sebagian
Dibuat di Luar
LKG)

per rahang

Rp

125.000,00

11)

Kontrol/
Konsultasi
(Gigi Tiruan
Sebagian
Dibuat di Luar
LKG) Maks
Post Insersi 3
Bulan

per kunjungan

100.000,00

Mauxilo — Facial

1)

Occlusal
Guidance
(Acrylic)

per rahang

750.000,00

2) Occlusal . . .
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2) Occlusal per rahang Rp 2.250.000,00
Guidance
(Logam)
3) Feeding Plate per unit Rp 750.000,00
4) Obturator per unit Rp 725.000,00
(Maksilo Facial)
5) GTL Flexi
Bahan Lucitone
FRS
a) Plat Flexi + per tindakan Rp 592.500,00
1 Gigi
Pertama
b) Penambah per tindakan | Rp 108.000,00
an Gigi
Tiap
Elemen
6) Bongkar per tindakan | Rp 100.000,00
Prothesa
Akrilik (1 Bur)
7) Bongkar per tindakan | Rp 150.000,00
Prothesa
Crown and
Bridge (1 Bur)
8. Ortodontik
a. Alat Ortodontik per paket Rp 2.100.000,00
Lepas
b. Alat Ortodontik per paket Rp 4.750.000,00
Cekat Logam
Standart (Rahang

Atas dan Rahang
Bawah)

c. Alat . ..
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Alat Ortodontik
Cekat Bahan Roth
(Rahang Atas dan
Rahang Bawah)

per paket

Rp

5.200.000,00

Alat Ortodontik
Cekat Bahan
Composit (Rahang
Atas dan Rahang
Bawabh)

per paket

8.400.000,00

Alat Ortodontik
Cekat Bahan
Ceramic  (Rahang
Atas dan Rahang
Bawah)

per rahang

Rp

8.500.000,00

Alat Ortodontik
Cekat Bahan
Damon/ Kristal
(Rahang Atas dan
Rahang Bawah)

per rahang

12.000.000,00

Plat Retainer

per rahang

1.400.000,00

Retainer Cekat
dengan Komposit

per rahang

Rp

1.575.000,00

Retainer Cekat
dengan  Bondable
Lingual Retainer

per rahang

Rp

1.750.000,00

Kontrol Alat Cekat

per kunjungan

200.000,00

Kontrol Alat Lepas

per kunjungan

140.000,00

Headgear Face
Mask

per rahang

4.200.000,00

Reparasi Alat Lepas
dengan Cetak

per rahang

420.000,00

n. Ganti. ..
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n. Ganti Braket per buah Rp 120.000,00
0. Ganti Braket per buah Rp 175.000,00
Ceramic
p- Ganti Band per buah Rp 175.000,00
q. Initial Treatment per rahang Rp 700.000,00
r. Debonding Bracket per rahang Rp 700.000,00
Rahang Atas atau
Rahang Bawah
S. Kontrol Emergency per kunjungan | Rp 420.000,00
t. Braket Lepas lebih per buah Rp 280.000,00
dari 3 Buah (2 x
kontrol)
u. Pemasangan  Mini per buah Rp 1.050.000,00
Screw Implant
V. Konsultasi Tanpa per kunjungan | Rp 66.500,00
Tindakan
w. Activator per tindakan | Rp 644.000,00
X. Orthodonti Fixed per tindakan Rp 15.612.000,00
Appliance 2 Rahang
Lingual
y. Trainer/ TMJ per tindakan | Rp 574.000,00
Z. Trainer Kls 11 /Kls III per tindakan | Rp 714.000,00
aa. Nance Holding Arch per tindakan Rp 434.000,00
Biaya Laboratorium
Teknik Gigi
a. Akrilik

1) Partial . . .
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1) Partial Denture + per tindakan | Rp 76.000,00
Gigi Pertama
2) Tiap Gigi per tindakan Rp 36.000,00
Berikutnya
3) Full Denture per per tindakan | Rp 296.000,00
1 Rahang
4) Jacket Crown per tindakan Rp 64.000,00
Sementara
5) Jacket Crown per tindakan | Rp 48.000,00
6) Sendok  Cetak per tindakan | Rp 72.000,00
Perorangan
Flexi
1) Bahan Valplast
a) Basis Flexi + per tindakan | Rp 160.000,00
1 Element
b) Tiap 1 Gigi per rahang Rp 40.000,00
Berikutnya
c) Bilateral/Free per unit Rp 192.000,00
End
2) Bahan Lucitone
FRS
a) Basis Flexi + per tindakan | Rp 216.000,00
1 Element
b) Tiap 1 Gigi per tindakan Rp 48.000,00
Berikutnya
c) Bilateral/Free per unit Rp 312.000,00

End

c. Orthodonsi . . .
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c. Orthodonsi
1) Plat per rahang Rp 96.000,00
2) Plat + Expansi per rahang Rp 128.000,00
Screw
d. Reparasi (Akrilik)
1) Patah/Retak per tindakan | Rp 56.000,00
2) Penambahan per elemen Rp 36.000,00
Gigi
3) Reline per rahang Rp 56.000,00
4) Rebasing Full per rahang Rp 96.000,00
5) Penambahan per buah Rp 32.000,00
Klamer
e. Crown and Bridge
Porcelain/Keramik
1) Jacket Crown per unit Rp 216.000,00
2) Onlay/Inlay per tindakan | Rp 176.000,00
f. Frame Steel/ Metal
1) Stell Saddle per tindakan | Rp 216.000,00
2) Steel Bilateral per tindakan | Rp 296.000,00
3) Pin Crown Metal per tindakan Rp 72.000,00
4) Jacket Crown per tindakan | Rp 112.000,00
Metal
S) Onlay/Inlay per tindakan | Rp 104.000,00

Metal

G. PENYAKIT . . .
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PENYAKIT DALAM
Tindakan Invasif
a. Ultrasonografi/USG
Abdomen dan Thyroid
1) Kelasl per tindakan | Rp 250.000,00
2) Kelas Il per tindakan | Rp 220.000,00
3) Kelas III per tindakan | Rp 200.000,00
b. Biopsi Hepar dengan
Guided USG
1) Kelasl per tindakan | Rp 2.176.000,00
2) Kelas Il per tindakan | Rp 1.936.000,00
3) Kelas III per tindakan | Rp 1.396.000,00
c. Biopsi Ginjal dengan
Guided USG
1) KelaslI per tindakan | Rp 1.984.000,00
2) Kelas Il per tindakan | Rp 1.744.000,00
3) Kelas III per tindakan | Rp 1.300.000,00
d. Fungsi Asites Guided USG
1) KelasI per tindakan | Rp 1.792.000,00
2) Kelas 1l per tindakan | Rp 1.552.000,00
3) Kelas III per tindakan Rp 1.300.000,00
e. Aspirasi  Abses Hepar
Limpa/ Ginjal/ Guided
USG

1) KelasI. ..
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1) KelasI per tindakan | Rp 2.176.000,00
2) Kelas Il per tindakan | Rp 2.032.000,00
3) Kelas III per tindakan | Rp 1.780.000,00
Pemasangan Double Lumen
Catheter  Akses Hd Dg
Guided USG
1) Kelas I per tindakan Rp 1.824.800,00
2) KelasII per tindakan | Rp 2.188.000,00
3) Kelas III per tindakan | Rp 1.500.000,00
Pemasangan Tunnel Akses
Hd Semi Permanen dengan
Guided USG
1) KelaslI per tindakan | Rp 3.448.000,00
2) KelasII per tindakan | Rp 3.040.000,00
3) Kelas III per tindakan | Rp 2.379.600,00
Fire  Needle Aspiration
Biopsy (FNAB)/ Biopsi/
Aspirasi Tyroid Guided USG
1) Kelasl per tindakan | Rp 674.000,00
2) KelaslI per tindakan | Rp 603.100,00
3) Kelas III per tindakan Rp 421.600,00
Drainage Catheter Needle
Round (DCNR)
1) KelasI per tindakan | Rp 3.136.000,00
2) KelasII per tindakan | Rp 2.896.000,00

3) Kelas III . .
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3) Kelas III per tindakan | Rp 2.260.000,00
j.  Percutaneous Transhepatic
Biliary Drainage (Tanpa
Anestesi + Radiologi)
1) Kelasl per tindakan Rp 6.208.000,00
2) Kelas Il per tindakan | Rp 5.680.000,00
3) Kelas III per tindakan Rp 5.140.000,00
TELINGA HIDUNG
TENGGOROKAN
1. Audiogram Nada Murni per tindakan | Rp 96.000,00
2. Tympanometni per tindakan | Rp 96.000,00
3. Tes Vestibuler per tindakan | Rp 140.000,00
4. Brainstem Evoked per tindakan | Rp 276.000,00
Response Audiometry
(BERA)
5. Pemeriksaan Fasialis per tindakan | Rp 140.000,00
6. Parasentase per tindakan | Rp 232.000,00
7. Insisi Abses Retro Aurikula per tindakan Rp 232.000,00
8. Ekstirpasi Jaringan per tindakan Rp 232.000,00
Granulasi Telinga
9. Biopsi Telinga per tindakan | Rp 232.000,00
10. Insisi Abses Perikondrium per tindakan | Rp 460.000,00
11. Ekstirpasi Korpus Alineum per tindakan | Rp 184.000,00
Telinga
12. Serumen Prop per tindakan Rp 96.000,00

13) Miringobridge . .
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13. Miringobridge per tindakan | Rp 460.000,00
14. Laringoscopy Direct per tindakan | Rp 320.000,00
15. Laringoscopy Indirect per tindakan | Rp 552.000,00
16. Bronchoscopy (Fiber) per tindakan | Rp 552.000,00
17. Ekstraksi Korpus Alineum per tindakan | Rp 230.000,00

Faring
18. Ekstraksi Korpus Alineum per tindakan Rp 552.000,00

Laring
19. Insisi Abses Submandibula per tindakan | Rp 460.000,00
20. Insisi Abses Peritonsil per tindakan | Rp 232.000,00
21. Biopsi Nasofaring + per tindakan | Rp 460.000,00

Nasoendoscopy
22. Biopsi Rongga Mulut per tindakan | Rp 276.000,00
23. Ganti/Cuci Kanul Trakea per tindakan | Rp 232.000,00
24. Tamp